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INTISARI 
Nurhasanah, Nomor Pokok E121 13 311, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan 
judul : ―Nilai-nilai Lokal dalam Kepemimpinan Kepala Desa di Desa 
Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.‖ Di bawah bimbingan Dr. 
Hj. Nurlinah, M.Si dan A. Murfhi, S.Sos, M.Si. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh nilai-nilai lokal terhadap kepemimpinan Kepala Desa 
Tanarigella, dengan melihat pemahaman Kepala Desa terhadap nilai-nilai 
lokal yang mencakup adele(adil), lempu(jujur) dan getteng(teguh), dan 
penerapan nilai-nilai lokal tersebut terhadap kepemimpinan Kepala Desa 
dalam bidang pelayanan di Desa Tanarigella. Tipe penelitian yang 
digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu tipe yang memberikan 
gambaran sosial secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data 
yang diperoleh di lapangan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan 
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa memahami 
nilai-nilai lokal yaitu adele, lempu dan getteng tersebut dengan baik. 
Kemudian penerapan ketiga nilai lokal dalam kepemimpinan Kepala Desa 
tersebut dilaksanakan dalam tiga bentuk pelayanan yaitu pelayanan publik 
berupa penyediaan barang-barang publik dan layanan publik, kedua 
pelayanan pembangunan berupa pembangunan fisik dan non-fisik dan 
ketiga pelayanan perlindungan sebagai upaya pemerintah desa 
memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat. 
 
Kata Kunci: Nilai-nilai Lokal, Kepemimpinan, Kepala Desa. 
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ABSTRACK 
 
Nurhasanah, pok number E121 13 311, Government Science Study 
program, Department of Political Science and Administration, Faculty of 
Social and Political Sciences, University of Hasanuddin, composing a 
thesis with the title ―Local Values in the Leadership of the Village Head in 
Tanarigella Village, Bua District, Luwu District‖, under the guidance of Dr. 
Hj. Nurlinah, M.Si and A. Murfhi, S.Sos, M.Si. 
 
This study was conducted with the aim to know how the influence of 
local values on the leadership of Tanarigella village head by looking at the 
village head‘s understanding of local values that include adele (fair), lempu 
(honest) and getteng (firm) and the application of local values to the 
leadership of the village head in the field of services in the village of 
Tanarigella. The type of this research used is deskriptif analysis that give a 
systematic social overview, factual and accurate about obtained in the 
field. Data collection used the techniques of observation, interview, and 
documentation. 
 
The results of the research indicate that the village head 
understands local values that are adele, lempu and getteng. Then teh 
application of the three local values in the leadership of the village head is 
implemented in three forms of service, namely publik services in the form 
of provision of public goods and public service, second development 
services in the form of physical and non-physical development ant third 
protection services as the village goverment‘s efforts to provide a sense of 
security and peace to the community. 
 
Keywords : Local Values, Leadership, Village Heads. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Wilayah negara Republik Indonesia yang sangat luas dibagi 
dalam beberapa daerah provinsi dan provinsi-provinsi tersebut 
kemudian dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil yaitu 
kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan. Dengan banyaknya 
wilayah yang terdapat di Indonesia tentu juga akan menimbulkan 
beberapa isu bahkan masalah yang terjadi, baik masalah di bidang 
sosial, ekonomi, hukum bahkan mengenai pemerintahan. Salah satu 
isu sentral dalam dinamika pembangunan politik dan kehidupan 
sosial ini adalah kepemimpinan. Permasalahan yang timbul 
kemudian adalah munculnya berbagai sorotan publik terhadap 
kinerja pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk di 
tingkat desa.  
Isu permasalahan lainnya bahwa tidak sedikit orang-orang yang 
menduduki jabatan sebagai pemimpin di lingkup pemerintahan 
kurang memahami atau tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak 
memiliki visi dan misi yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai 
dari kepemimpinannya atau tidak memiliki program-program yang 
jelas di daerahnya. Terlepas dari isu permasalahan tersebut, salah 
satu aspek kepemimpinan yang juga masih banyak dipersoalkan 
adalah kepemimpinan Kepala Desa. 
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Desa merupakan entitas penting dalam NKRI. Kepala Desa 
dalam pemerintahan daerah sudah sangat jelas diatur dalam pasal 
34 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Kepala 
Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Mengacu pada kebijakan 
tersebut, Kepala Desa pada dasarnya adalah pemimpin tertinggi di 
desanya yang memiliki otoritas memimpin masyarakat di desanya. 
Kepala Desa merupakan pemimpin pemerintahan desa yang 
kedudukan dan status kepemimpinannya dijamin dalam undang-
undang. 
Kepala Desa dalam menjalankan kepemimpinannya memiliki 
peranan sentral di desanya sesuai dengan kewenangan otonom 
yang dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, di era pembahruan desa 
seperti sekarang ini maka penjelasan Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2014 menyatakan Kepala Desa/Desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya 
yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. 
Kepala Desa harus mengakar dekat dengan masyarakatnya, 
sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. 
Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya agak berbeda 
dengan kepemimpinan pejabat lainnya di pemerintahan seperti 
Lurah, Camat, Bupati/Walikota ataupun Gubernur yang umumnya 
lebih banyak terikat pada dimensi struktural, sedangkan Kepala Desa 
selain terikat secara struktural sehubungan dengan kedudukannya 
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sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, juga memiliki peranan 
fungsional sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan dan pemimpin 
adat. 
Setiap desa memiliki adat istiadat dan nilai budaya lokalnya 
tersendiri. Hal ini berdasarkan karena wilayah Indonesia terdiri atas 
berbagai suku, ras, bahasa, etins dan budaya sehingga menjadikan 
Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Dalam kehidupan 
masyarakat yang multitnis ini, kemajemukan tidak saja menyiratkan 
adanya perbedaan-perbedaan, tetapi juga di dalamnya mengandung 
interaksi timbal-balik antar Kepala Desa dengan masyarakatnya dan 
atau sesama anggota masyarakat. 
Pada kondisi masyarakat seperti itu, masalah yang biasanya 
timbul adalah sulitnya mencapai kesepakatan dalam meletakkan 
landasan sistem pemerintahan yang baik dan sesuai, ditambah 
dengan semakin berkurangnya etika moralitas, hal ini berkaitan 
dengan semakin derasnya arus perubahan dan kuatnya dampak 
globalisasi yang dapat berakibat negatif dalam menjalankan 
kehidupan bermasyarakat dan dalam lingkup pemerintahan itu 
sendiri. Tampak bahwa lemahnya sikap dan daya kritis masyarakat 
mengakibatkan kurangnya kemampuan menyeleksi nilai dan budaya 
global yang negatif sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai lokal yang 
positif. 
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Dalam hal ini, peran Kepala Desa sebagai pemimpin sangat 
dibutuhkan sebagai teladan dan dapat mengayomi masyarakatnya 
untuk tidak terkena dampak negatif dari arus globalisasi tersebut 
dengan tetap menghargai dan memegang teguh adat istiadat dan 
nilai-nilai lokal di daerahnya. Dari beberapa diantara kekayaan 
budaya yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Kerajaan Luwu. 
Kabupaten Luwu adalah daerah yang terletak diujung utara 
Sulawesi Selatan. Selain terkenal dengan hasil alamnya yang 
melimpah juga memiliki torehan sejarah yang menarik. Kitab I 
Lagaligo merupakan teks sastra peninggalan Kerajaan Luwu dan 
masih terpelihara keasliannya menjadi bukti bahwa Kerajaan Luwu 
memiliki tradisi intelektual. Selain kitab I Lagaligo, beberapa 
peninggalan lainnya mempertegas kebesaran Luwu, seperti 
bangunan kerajaan, batu nisan dan masjid, termasuk Masjid Jami 
Bua yang merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan yang berada 
di Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. 
Selain Masjid Jami, Siodja Daeng Mallondjo yang dulunya 
bertempat tinggal di Desa Tanarigella menjadi bukti bahwa Desa 
Tanarigella memang mempunyai torehan sejarah yang lebih 
dibandingkan 13 desa lainnya yang berada di Kecamatan Bua. Desa 
Tanarigella yang mempunyai arti ‗tanah yang disucikan‘ terbentuk 
pada tanggal 19 September 1998 memiliki luas ±669,7 H merupakan 
desa yang terbentuk melalui musyawarah yang dilakukan oleh K.H 
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Siodja Dg. Mallondjo bersama tokoh masyarakat dan pemuka 
agama. Siodja Dg Mallondjo merupakan salah satu petuah adat dan 
pernah memegang jabatan penting di Kedatuan Luwu, beliau juga 
berperan dalam sejarah penyebaran agama Islam di Kecamatan 
Bua, dimana awal masuknya Islam di Sulawsi Selatan diawali dari 
Datu Pattimang (dulunya pusat Kerajaan Luwu) yang dibawah oleh 
Datu Sulaeman di Kecamatan Bua. Semenjak kedatangan Islam di 
Kecamatan Bua, Luwu menjadi daerah yang mengedepankan nilai-
nilai religius. Beberapa ajarandari Kerajaan Luwu (Sawerigading) 
masih dipegang oleh sebagian pemangku adat. Ajarannya antara 
lain yaitu adele (adil), lempu (jujur) dan getteng (teguh). 
Namun seiring perkembangan zaman dan arus globalisasi yang 
semakin meningkat, budaya asing yang menghegemoni 
mengakibatkan lunturnya nilai-nilai lokal tersebut. Proses ini 
berlangsung tanpa disadari sehingga dampak yang dapat 
ditimbulkan adalah semakin melemahnya etika dan moralitas 
masyarakat Luwu khususnya Desa Tanarigella dalam menjalani 
kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Hal tersebut 
ditandai dengan lunturnya nilai-nilai lokal yang seharusnya menjadi 
pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan, kini 
hanya sebatas pengetahuan awam, bahkan ironisnya nilai-nilai 
budaya lokal dapat terlupakan.Maka dari itu, menemukan kembali 
identitas budaya Luwu menjadi tugas yang dilakukan bukan hanya 
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pada generasi muda saja namun semua elemen masyarakat, 
pemerintah, terkhusus Kepala Desa di Desa Tanarigella. Kepala 
Desa sebagai pemimpin tertinggi di Desa Tanarigella mempunyai 
peran yang sangat penting dalam menjaga nilai-nilai lokal di 
desanya. Selain tetap terus mengajak masyarakat untuk terus 
menjaga kelestarian peninggalan budaya Kerajaan Luwu, Kepala 
Desa juga harus melakukan pendekatan kepada setiap lapisan 
masyarakat terutama para pemuda agar tetap menanamkan nilai-
nilai lokal dalam kehidupan bermasyarakat.  
Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas mengenai 
beberapa nilai yang menjadi landasan dalam melaksakan segala 
bentuk aspek kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan 
pemerintahan maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul 
yaitu “Nilai-nilai Lokal dalam Kepemimpinan Kepala Desa di 
Desa Tanarigella Kecamatan Bua Kabupaten Luwu” yang terkait 
dengan nilai budaya lokal adele, lempu dan getteng. 
1.2 Rumusan Masalah 
Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka yang menjadi 
pokok pembahasan dalam proposal ini adalah kepemimpinan kepala 
desa dan nilai budaya lokal Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, 
Kabupaten Luwu. Dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka 
dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 
penelitian sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pemahaman Kepala Desa tentang nilai-nilai lokal 
adele, lempu dan getteng di Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, 
Kabupaten Luwu? 
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai lokal terhadap kepemimpinan 
Kepala Desa dalam bidang pelayanan di Desa Tanarigella, 
Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu? 
1.3 Tujuan Penulisan 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pemahaman Kepala Desa tentang nilai-nilai 
lokal adele, lempu dan getteng di Desa Tanarigella, Kecamatan 
Bua, Kabupaten Luwu. 
2. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai lokal terhadap 
kepemimpinan Kepala Desa dalam bidang pelayanan di Desa 
Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini 
adalah : 
1. Manfaat akademis, hasil dari penelitian ini kiranya dapat menjadi 
salah satu bentuk sumbangsih bagi pengembangan ilmu 
pemerintahan dan diharapkan dapat memberi rekomendasi 
tambahan literatur atau referensi tentang studi kepemimpinan 
kepala desa dan nilai budaya lokal di Desa Tanarigella, 
Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. 
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2. Manfaat praktis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 
ilmu pemerintahan dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan masukan bahan evaluasi bagi pemimpin dalam 
menjalankan atau menyelenggarakan roda pemerintahan di 
Kabupaten Luwu khusunya di Desa Tanarigella, Kabupaten Luwu 
dalam hal aktualisasi nilai budaya lokal. 
3. Secara metodologi, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu 
bentuk dorongan moril pada penelitian selanjutnya dan tentunya 
mempunyai kajian dan pembahasan yang serupa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Sebagai titik tolak landasan berfikir dalam menyoroti dan 
memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat 
membantu. Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori, konsep, 
gagasan dan pendapat yang digunakan untuk menjelaskan lebih dalam, 
sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. 
2.1 Tinjauan Nilai-nilai Lokal 
2.1.1 Konsep Nilai-nilai Lokal 
Theodorson (1994) mengemukakan bahwa nilai merupakan 
sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip 
umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Keterikatan orang atau 
kelompok terhadap nilai relatif sangat kuat dan bahkan bersifat 
emosional. Oleh sebab itu, nilai dapat dilihat sebagai tujuan kehidupan 
manusia itu sendiri. 
Bertitik tolak dari pendapat diatas, maka dapat dikatakan 
bahwa setiap individu dalam melaksanakan aktifitas sosialnya selalu 
berdasarkan serta berpedoman kepada nilai-nilai atau sistem nilai 
yang ada dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya nilai-nilai itu 
sangat banyak mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia, baik 
secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan 
tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut. 
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Suatu nilai apabila sudah membudaya didalam diri seseorang, 
maka nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam 
bertingkahlaku. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, 
misalnya budaya gotong royong, budaya malas, dan lain-lain. Jadi, 
secara universal, nilai itu merupakan pendorong bagi seseorang 
dalam mencapai tujuan tertentu. 
Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1987) nilai budaya terdiri 
dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam fikiran sebahagian 
besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat 
mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan 
orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya 
yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan 
alternatif, cara-cara, alat-alat dan tujuan-tujuan pembuatan yang 
tersedia. 
Nilai budaya lebih mengacu pada apa atau sesuatu yang oleh 
manusia dan masyarakat dipandang sebagai paling berharga. Dengan 
kata lain, nilai budaya itu berasal dari pandangan hidup masyarakat. 
Menurut Sofia Rangkuti Hasibuan yang dimaksud nilai-nilai budaya 
adalah unsur-unsur gagasan/ide, adat istiadat/perilaku yang menajdi 
pedoman hidup masyarakat setempat. Nilai-nilai budaya lokal yang 
senantiasa dijaga oleh masyarakat dalam bertingkah, baik terhadap 
diri sendiri maupun sesama masyarakat. 
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2.1.2 Nilai-nilai Lokal di Kedatuan Luwu 
2.1.2.1 Awal Berdirinya Kedatuan Luwu 
Berdasarkan epos Lagaligo, Kedatuan Luwu diperkirakan 
muncul sekitar abad X Masehi (pendapat lain mengatakan abad VI 
Masehi). Masa pemerintahan La Toge‘ Langi‘ (Batara Guru) yang 
dianggap manuasia pertama dalam kepercayaan masyarakat Luwu 
(Bugis Kuno). Dengan diturunkannya Batara Guru, peradaban 
masyarakatnya khusunya di Sulawesi Selatan mulai berkembang 
dan menjadi stereotype bagi kehidupan masyarakat selanjutnya. 
Selain itu, beberapa pendapat termasuk ilmuan asing Belanda B.F 
Matthes tahun 1880 juga sepakat mengatakan bahwa Luwu (Ware‘) 
merupakan pusat peradaban Bugis dan termasuk merupakan 
sumber bahasa bugis. 
Kedatuan Luwu yang berdiri berabad-abad lalu, sejak 
periode awal munculnya telah berperan penting dalam membangun 
tatanan masyarakat di berbagai wilayah. Wilayah-wilayah tersebut 
utamanya di Sulawesi Selatan bahkan kerap menghubungkan 
keturunan (raja-rajanya) atau keberadaan kerajaannya dengan 
penguasa-penguasa di Luwu seperti Batara Guru, Batara Lattu‘, 
Sawerigading atau La Galigo bahkan hingga Patotoe. Gorontalo 
disebelah utara, Selayar disebelah selatan, Buton disebelah timur 
dan Mandar disebelah barat serta seluruh Sulawesi bahkan juga 
berkaitan dengan beberapa daerah semenanjung Melayu 
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merupakan bagian terkecil dari persebaran pengaruh Luwu dimasa 
lampau. 
Dari kronik-kronik yang tersebar diberbagai daerah ini, 
kedudukan Luwu sebagai sebuah wilayah yang sangat penting dan 
berpengaruh bagi pertumbuhan kerajaan yang bersangkutan 
sangat nampak. Tokoh Sawerigading, La Galigo dan beberapa 
tokoh lainnya dari tanah Luwu telah mengambil peran yang sangat 
penting dalam membentuk berbagai pranata di wilayah tersebut. 
Sejarah dan kebudayaan Luwu memang tidak lepas dari 
karya terbesar yaitu Sure‘ Galigo. Selain itu, sumber tertulis lainnya 
tentang Luwu juga berasal dari kitab Nagarakertagama karya Empu 
Prapanca (1365 M) dari Kerajaan Majapahit. Kedua kitab ini 
merupakan sumber tertulis kedua mengenai Luwu. Diantaranya 
dalam kitab Nagarakertagama ini berbunyi : 
“Muwah tanah I Bantayan pramuka Bantayan le Luwu 
Udamaktrayadhi nikanang sanusapupul Ikangsakasanusanusa 
Makassar, Batun, Banggawi, Kuni Craliyao Mwangi (ug), 
Selaya, Sumba (ni)” 
Pengaruh Luwu pada masa awal kemunculnannya sangatlah 
besar. Oleh orang Bugis-Makassar bahkan menganggap bahwa 
Tanah Luwu dan Ware‘ sebagai Bugis tertua dan meliputi semua 
negeri di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi 
Tengah dan Sulawesi Utara, yakni semua negeri Bugis, Makassar, 
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Toraja, Mandar, Poso, Kolaka dan seluruh persekutuan kaum 
lainnya di jazirah Sulawesi. 
Jika silsilah keturunan mereka ditelusuri, maka akan 
bermuara di Luwu. Silsilah mereka akan sampai pada 
Sawerigading, Batara Lattu‘, Batara Guru dan berakhir pada 
pasangan Patotoe dan Datu Palinge. Keterangan tersebut diatas 
menunjukkan bahwa Luwu merupakan sumber tumbuh dan 
berkembangnya kerajaan-kerajaan yang ada di jazirah Sulawesi 
sekaligus memperlihatkan pengaruh politiknya yang cukup luas. 
2.1.2.2 Historikal Nilai-nilai Lokal di Kedatuan Luwu 
Dalam sejarah digambarkan bahwa sebelum Batara Guru 
diturunkan di bumi, situasi masyarakat Bugis Kuno hidup dalam 
ketidakteraturan, mereka saling menyerang tanpa aturan yang 
jelas, situasi tidak aman, yang kuat memangsa yang lemah (Sianre 
Bale). Akibat dari ketidakteraturan ini maka masyarakat sangat 
merindukan kedamaian. Saat masyarakat mengalami hal tersebut, 
Batara Guru hadir membawa ajaran kebenaran yang menyangkut 
hal-hal prinsip seperti Adele (adil), Lempu (jujur) dan Getteng 
(teguh). Ajaran tersebut sangat didukung oleh situasi sehingga 
membuat ajaran dan segala kebijakan pada pemerintahan Batara 
Guru sangat efektif di masyarakat. 
Sosok Batara Guru digambarkan oleh masyarakat amat 
dihormati karena disamping sebagai titisan ‗manusia dewa‘, ia amat 
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bijak dalam memerintah dan mempunyai tenaga kuat dan 
pemberani dalam dalam melindungi penduduk dan hal ini yang 
diturunkan atau diwariskan secara turun-temurun kepada pemimpin 
masyarakat Bugis termasuk kepada Maccae Ri Luwu yang 
dituangkan dalam simbol pedang, emas, payung, kerajaan dan 
perisai. 
Banyak manuskrip tradisional (lontara‘), konsepsi 
kepemimpinan tradisional di Sulawesi Selatan diuraikan dengan 
cukup jelas. Paseng yang termaktub di awal tulisan ini adalah salah 
satu contohnya. Paseng tersebut merupakan sebagian nasehat 
yang diucapkan To Ciung Maccae ri Luwu (penasehat Datu Luwu, 
Dewaraja Datu Kalali yang memiliki pengetahuan luas, utamanya 
dalam hal pemerintahan), sekitar abad ke 15, kepada La Manussa 
To Akkaranggeng, calon Datu Soppeng Sonrongpole. Sebelum 
menduduki tahta kerajaan di Soppeng, La Manussa diperintahkan 
oleh ayahnya untuk berguru pada To Ciung Maccae ri Luwu 
mengenai ilmu, etika dan moralitas dalam kepemimpinan 
(pemerintahan). 
Dalam  sejarah  disebutkan  bahwa  sebelum  La  Manasse  
To Akkarangeng (La Baso) dinobatkan menjadi Datu Soppeng, ia 
meminta waktu untuk pergi belajar konsep ketatanegaraan kepada 
To Ciung Maccae ri Luwu pada Abad XVI. Yang dimaksud dengan 
To Ciung Maccae ri Luwu yaitu La Menggu To Mennang. 
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Dalam organisasi pemerintahan Kerajaan Luwu sejak 
Pajung/Datu Luwu sampai Pajung/Luwu terakhir (Andi Jemma) 
mengalami beberapa kali perubahan yang substansial. Perubahan 
ini terjadi pertama kali periode We Tenri Rawe, Pajung/Datu XVI. 
Pada masa pemerintahannya, beliau di bantu oleh La Menggu 
Tomennang yang memangku jabatan sebagai Makkadangnge Tana 
ri Ware‘ (Opu Patunru). La Menggu Tomennang inilah yang 
mengajukan usul kepada Pajung/Datu agar dilakukan perubahan 
pada struktur Pakkatenni Ade’. Perubahan ini dimaksudkan unutk 
menambah kesempurnaan Pabbate’-bate’ (aparat). 
Adapun susunan organisasi pada masa pemerintahan We 
Tenri Rawe, Pajung/Datu XIV, sebagai berikut : 
1. Pemimpin yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam 
kedatuan Luwu yaitu Datu/Pajung dan Cenning. 
2. Pakkatenni Ade’ yang bertugas melaksanakan pemerintahan 
yang mempunyai personil 4 orang. 
3. Ade’ Asera yang terdiri atas 9 orang. 
Karena La Menggu To Mennang telah melakukan 
penyempurnaan Pabbate’-bate’ itulah, oleh Datu/Pajung Luwu, La 
Menggu To Mennang diberi gelar penghormatan sebagai To 
Maccae ri Luwu. Penghargaan ini di berikan sebagai penghormatan 
atas keahlian yang dimilki dalam ketatanegaraan. 
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Kemapuan La Menggu To Mennang sebagai seorang ahli 
ketatanegaraan ini memang telah memberikan warna lain bagi 
Kerajaan Luwu. Jasanya dalam membangun konsep 
ketatanegaraan di Kerajaan Luwu dipandang sangat bermanfaat, 
bukan hanya di Kerajaan Luwu, tetapi juga kerajaan-kerajaan lain, 
utamanya yang ada di Sulawesi Selatan. 
Hal ini terlihat ketika seseorang bangsawan bernama La 
Baso To Akkarangeng menangguhkan pengangkatannya sebagai 
Datu di daerah Soppeng sebelum datang di Luwu untuk belajar 
kepada To Maccae‘ ri Luwu. Setelah kembali dari Luwu menemui 
To Maccae ri Luwu barulah beliau bersedia dinobatkan sebagai 
Datu  Soppeng Sonrongpole, hal ini termuat dalam Lontara. 
Adapun pesan To Maccae ri Luwu kepada La Baso To 
Akkarangeng kurang lebih sebagai berikut : 
―Lima hal yang menyebabkan seorang raja tetap tenang 
dalam kerajaannya. Pertama, jujur ia terhadap dewata serta 
kepada sesamanya raja, terhadap negeri tetangganya, serta 
kepada rakyatnya. Ia juga jujur terhadap dirinya dan kepada 
isi rumahnya. Jujur pula ia kepada semua yang dilihat mata 
serta yang didengar telinga. Sebab, yang dikatakan 
sebenarnya jujur, hanyalah mereka yang jujur kepada semua 
yang tersebut tadi. 
Kedua, apa saja yang hendak dilakukan oleh seorang raja, 
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atau mau ia katakan, dilihatnya yang ada di depannya dan ia 
memperkirakan apa yang ada di belakangnya. 
Dipertimbangkannya pula kepada para hakim dan kepada 
rakyatnya dan menanyai sikap jiwanya. Hal itu dia kerjakan 
atau ia katakan jika telah disepakati oleh mereka yang 
mengetahui nasehat yang berujung kebaikan. Sebab, 
keburukan yang baik adalah yang disepakati. Dan kebaikan 
yang buruk ialah yang tidak disepakati. Persahabatan yang 
baik ialah yang tidak saling menyesali dan tidak saling 
menggerutui. 
Ketiga, mudah ia membantu orang dalam suka dan duka 
menurut wajarnya. Mudah ia menyapa serta memberi 
nasehat menurut patutnya. Mudah ia memberi kepada 
hambanya (rakyatnya), serta sangat pengasih dan 
penyayang ia, lagi selalu memberi makan dan minum siang 
dan malam. Orang yang sungguh-sungguh pemurah, ialah 
mereka yang menyenangi perbuatan yang tersebut itu. 
Keempat, teguh pendiriannya. Artinya, ia tidak meninggalkan 
janji. Ia juga teguh memegang ikrar (antar negara) dan tidak 
akan mementahkan keputusan hakim. Ia teguh pada batas-
batas yang sudah ditentukan, tidak melebih-lebihkan 
perbuatannya, dan tidak menguranginya. Ia teguh juga untuk 
tidak melebih-lebihkan perkataannya, atau pun 
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menguranginya. Ia juga tidak akan melebih-lebihkan 
penglihatannya daripada apa yang sudah dilihatnya. 
Demikian juga pendengarannya serta pengetahuannya 
daripada apa yang telah diketahuinya. Orang yang teguh 
memegang apa yang sudah disebutkan tadi, itulah orang 
yang sungguh-sungguh pendiriannya. 
Kelima, raja itu harus berani. Adapun orang yang berani, 
berani melakukan pekerjaan baik dalam kesulitan maupun 
dalam hal yang tidak sulit menurut patutnya. Berani ia 
mengucapkan perkataan yang keras maupun yang lemah 
lembut menurut wajarnya. Berani ia memutus perkara yang 
sulit maupun yang mudah sesuai dengan kebenaran. Berani 
ia mengingatkan serta menasehati para pembesar maupun 
kepada orang awam sesuai dengan kemampuannya. Berani 
juga ia berjanji dengan sesamanya raja atau negeri, baik 
menyangkut kebaikan maupun keburukan menurut wajarnya. 
Berani ia melihat yang luas maupun yang sempit, yang tinggi 
maupun yang rendah, yang besar maupun yang kecil, yang 
menyenangkan maupun yang susah, sampai yang 
sepatutnya dilihat oleh mata. Berani ia mendengar perkataan 
yang jelek maupun yang baik, suara yang keras maupun 
yang lembut, jauh maupun dekat. Jika seseorang berani 
terhadap semua yang sudah disebutkan itu, ia itulah raja 
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yang panjang umur dan banyak anak. Berkembang 
rakyatnya, berbiak ternaknya, subur pohon buah-buahannya. 
Padi selalu menjadi. Tidak ditimpa bencana negerinya. Tidak 
curiga raja tetangganya. Ia disegani oleh negeri tetangganya 
serta dipatuhi oleh rakyatnya. Raja yang seperti itu pulalah 
kaya dan selalu menang dalam perang. Bertambah terus 
kerajaannya. Bertambah juga kebesarannya. Dipuji oleh 
semua orang, tersohor barat, timur, utara dan selatan. Berita 
kebaikannya sampai kepada anak cucunya.‖ 
Apa yang diungkapkan To Ciung tersebut, merupakan unsur 
penting yang harus dipegang oleh seorang pemimpin (raja) dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya. Bahkan secara keseluruhan, To 
Ciung melihat bahwa kebaikan sebuah negeri juga harus didukung 
oleh seluruh alat negara dalam lingkup pemerintahan. Sebab selain 
seorang pemimpin (raja), para alat negara (aparat pemerintahan) 
juga memiliki peran penting dalam membangun sebuah negara 
menjadi lebih baik. Sehingga aspek etika dan moralitas aparat 
negara juga harus diperhatikan. 
Apa yang diucapkan oleh To Ciung Maccae ri Luwu kepada 
La Manussa To Akkaranggeng, seperti yang termaktub di awal 
tulisan ini, dalam realitas sosial politik masyarakat Sulawesi Selatan 
telah memberikan sedikit gambaran betapa dialektika dalam 
pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada masa 
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lalu –utamanya dalam pengambilan keputusan oleh penguasa— 
utamanya setelah periode Galigo, berakhir pada keputusan orang 
banyak (rakyat). Suara rakyat dalam sistem politik masyarakat di 
Sulawesi Selatan merupakan penentu terakhir dari segala 
keputusan yang akan diambil oleh pemerintah (kerajaan). Suara 
rakyat menjadi sesuatu yang sangat penting dalam dialektika politik 
di masyarakat Sulawesi Selatan. 
2.1.2.3 Nilai-nilai Lokal di Desa Tanarigella 
Kerajaan Luwu adalah kerajaan tertua, terbesar dan terluas 
di Sulawesi Selatan yang wilayahnya mencakup Tana Luwu, Tana 
Toraja, Kolaka dan Poso. Sebelum agama Islam masuk ke 
Sulawesi Selatan, masyarakat mulanya menganut animisme. 
Setelah lebih sepuluh abad berdiri, kerajaan Luwu baru menerima 
agama Islam sekitar awal abad ke-16 yaitu pada tahun 1603 M, 
namun sumber lain menyebutkan tahun 1593 M. Agama Islam 
dibawa ke Tana Luwu oleh Datuk Sulaiman dan Datuk ri Bandang 
yang berasal dari Aceh. Diyakini bahwa Datuk Sulaiman dan Datuk 
ri Bandang datang ke Luwu menggunakan kulit kacang. Mereka 
pertama kali tiba di Luwu tepatnya di Lapandoso, Desa 
Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. 
Setelah sampai, Datuk Sulaeman lalu dipertemukan dengan 
Tandipau (Maddika Bua saat itu). Sebelum menerima agama yang 
dibawa oleh kedua Datuk itu, Tandipau terlebih dahulu menantang 
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Datuk Sulaeman. Tantangan itu adalah Tandipau akan menyusun 
telur sampai beberapa tingkat, apabila Datuk Sulaeman mengambil 
telur yang ada di tengah-tengah tetapi telur itu tidak jatuh atau 
bergeser sedikitpun, maka Tandipau akan mengakui ajaran agama 
Islam yang dibawa oleh Datuk Sulaiman. Tandipau berani 
disyahadatkan asalkan tidak diketahui oleh Datu Luwu yang saat itu 
diduduki oleh Datu Pattiware‘ karena ia takut durhaka bila 
mendahului Datu Luwu. 
Sebelum ke Malangke (pusat kerajaan Luwu) bertemu 
dengan Datu Pattiware‘, kedua Datuk tersebut terlebih dahulu 
membangun sebuah masjid di Kecamatan Bua tepatnya di Desa 
Tanarigella yang dibangun sekitar tahun 1594 M yang merupakan 
masjid tertua di Sulawesi Selatan. Setelah berhasil mengislamkan 
Datu Pattiware‘, mulai saat itu agama Islam dijadikan sebagai 
agama kerajaan dan dijadikan pula sebagai sumber hukum. 
Desa Tanarigella yang merupakan desa pertama yang di 
Islamkan oleh Datuk Sulaiman dan Datuk ri Bandang menjadikan 
Desa Tanarigella sebagai pusat desa adat yang ada di Kabupaten 
Luwu. Keberadaan Masjid Jami yang merupakan masjid pertama di 
Sulawesi Selatan menambah kesakralan dan menjadi bukti bahwa 
masuk dan disebarkannya agama Islam pertama kali terjaadi di 
desa ini. Saat ini Masjid Jami Bua memiliki tiga status, yaitu 
sebagai masjid desa, masjid kecamatan dan masjid kebudayaan. 
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Di Desa Tanarigella terdapat 3 gelar kebangsawanan yaitu : 
- Daengta’ (Tau Malabbi’) adalah orang yang memiliki sifat-
sifat baik dan teladan. 
- Opu adalah orang yang dihormati dan didapatkanl dari 
keturunan orang tua. 
- Puang (Tau Mapaccing) adalah orang yang memiliki sifat 
maga’tang (teladan), berumur tua sekurang-kurangnnya 
43 tahun, hal ini sesuai dengan umur Nabi Muhammad 
SAW saat menerima wahyu pertama dan gelarnya berasal 
dari keturunan. 
Sesuai dengan arti namanya tanah yang disucikan, di Desa 
Tanarigella tidak dibenarkan seseorang yang berkeyakinan selain 
agama Islam untuk menetap di desa ini karena Desa Tanarigella 
menjadi pusat desa adat dan penyebaran agama Islam. 
Di Desa Tanarigella juga terdapat Lapenai’, merupakan 
sungai kecil yang dikenal sebagai salah satu tempat keluarnya air 
suci di Kerajaan Luwu. Lapenai’ dahulunya digunakan sebagai 
tempat mandi oleh Datu-datu di Kerajaan Luwu. Hingga saat ini, 
Lapenai’ masih dianggap sebagai salah satu tempat sakral oleh 
masyarakat setempat dan juga jika ada acara keagamaan dan 
acara adat yang dilaksanakan, maka para tokoh adat baik di Desa 
Tanarigella bahkan acara adat di Kabupaten Luwu biasanya 
mengambil air di Lapenai’ tersebut, misalnya jika berziarah ke 
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makam Datuk Sulaiman dan Datuk ri bandang, maka air yang 
digunakan untuk berziarah bersumber dari Lapenai’.  
2.2 Tinjauan Kepemimpinan 
2.2.1 Pengertian Kepemimpinan 
Konsep kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata 
―pimpin‖ artinya bimbing atau tuntun. Dari kata ―pimpin‖ melahirkan 
kata kerja ―memimpin‖ yang artinya membimbing atau menuntun dan 
kata benda―pemimpin‖ yaitu orang yang berfungsi yang memimpin 
atau orang yang membimbing atau menuntun. Sedangkan 
kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi 
orang lain dalam mencapai tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi 
yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan 
dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha 
bersama guna mencapai sasaran tertentu. (Kartono, 2006) 
Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal 
pokok yaitu: pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai 
objek. Kata  pimpin  mengandung  pengertian  mengarahkan,  
membina  atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun 
mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara 
fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang 
dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan 
setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan 
kepemimpinannya. 
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Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai 
keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruh 
pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan 
alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif 
membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan 
dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. 
2.2.2 Syarat-Syarat Kepemimpinan  
Konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan selalu 
berkaitan dengan 3 hal antara lain : 
a. Kekuasaan, ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang 
memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi 
dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. 
b. Kewibawaan, ialah  kelebihan,  keunggulan,  keutamaan  
sehingga  orang  mampu ―mbawani‖ akan mengatur orang lain, 
sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin dan tersedia 
melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. 
c. Kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan 
kecakapan atau keterampilan teknis maupun sosial, yang 
dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa. Sedangkan 
menurut Earl Nightingale dan Whitf Schult mengemukakan 
bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan 
syarat sebagai berikut : kemandirian, besar rasa ingin tahu, 
multi-terampil atau memiliki kepandaian beraneka ragam, suka 
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berkawan, selalu ingin mendapatkan yang sempurna, mudah 
menyesaikan diri (beradaptasi), sabar dan ulet, komunikatif 
serta pandai berbicara, sehat jasmaninya, dinamis, sanggup 
dan berani mengambil risiko, tajam firasatnya dan adil 
pertimbangannya, berpengetahuan luas dan memiliki motivasi 
tinggi. 
Dari beberapa kelebihan di atas dapat diambil kesimpulan 
bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki beberapa kelebihan 
dibandingkan dengan anggota-anggotanya. Adab dengan kelebihan-
kelebihan tersebut dia bisa berwibawa dan dipatuhi oleh bawahannya 
dan yang paling lebih utama adalah kelebihan moral dan akhlak. 
2.2.3 Gaya Kepemimpinan  
Gaya kepemimpinan dalam suatu tata kelola pemerintahan 
merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh seorang kepala 
pemerintahan. Gaya kepemimpinan ini adalah identik dengan hal 
bagaimana pemimpin menjalankan tugas kepemimpinannya. Mifta 
Toha mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan secara kasar 
adalah sama dengan cara yang dipergunakan pemimpin dalam 
mempengaruhi para pengikutnya. 
Gaya kepemimpinan sangat terpengaruh oleh faham yang 
dianut seorang pemimpin mengenai kekuasaan dan wewenang, sikap 
mana yang diambilnya terhadap suatu masalah yang dihadapai yang 
mungkin berhubungangan dengan hak dan martabat manusia. Gaya 
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kepemimpinan akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas terhadap 
seorang pemimpin. Pemilihan gaya kepemimpinan yang benar disertai 
dengan motivasi yang tepat dapat mengarahkan pencapaian tujuan 
perseorangan maupun tujuan organisasi. 
Soekanto Reksohadiprojo mengemukakan bahwa relatif ada 
tiga macam gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu otokrasi atau 
Atoriter, demokrasi dan lissez-faire (bebas) yang semuanya memiliki 
kelemahan dan kekurangan.Adapun penjelasan dan ciri-ciri dari gaya 
kepemimpinan menurut pakarnyadalam yaitu: 
a. Gaya Kepemimpinan Otoriter 
Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin mengendalikan semua 
aspek kegiatan. Pemimpin memberitahukan sasaran apa saja 
yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut. 
Pemimpin juga berperan sebagai pengawas terhadap semua 
aktivitas anggotanya dan pemberi jalan keluar bila anggotan 
mengalami masalah. Dengan kata lain, anggota tidak perlu 
pusing memikirkan apapun, anggota cukup melaksakan apa 
yang diputuskan pemimpin. 
Ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter menurut Handoko dan 
Reksohadiprodjo (1997) : 
1. Pemimpin kurang memperhatikan kebutuhan bawahan. 
2. Komunikasi hanya satu arah yaitu bawahan saja. 
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3. Pemimpin cenderung menjadi pribadi dalam pujian dan 
kecamannya terhadap kerja setiap anggota. 
4. Pemimpin mengambil jarak dari partisipasi kelompok aktif 
kecuali bila menunjukkan keahliannya. 
b. Gaya Kepemimpinan Demokratis 
Gaya kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya suatu 
struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan 
pengambilan keputusan yang kooperatif. Gaya kepemimpinan 
demokratis mendeskripsikan pemimpin yang cenderung 
mengikutsertakan anggotanya dalam pengambilan keputusan, 
mendelegasikan kekuasaan, mendorong partisipasi anggota 
dalam menentukan metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai. 
Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis menurut Handoko dan 
Reksohadiprodjo (1997) : 
1. Lebih memperlihatkan bawahan untuk menapai tujuan 
organisasi. 
2. Menekankan dua hal yaitu bawahan dan tugas. 
3. Pemimpin adalah objektif dalam pujian dan kecamannya 
dan mencoba menjadi seorang anggota kelompok biasa 
dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak 
pekerjaan. 
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c. Gaya Kepemimpinan Bebas (Laisses Faire) 
Gaya kepemimpinan ini mendeskripsikan pemimpin yang 
secara keseluruhan memberikan anggota atau kelompoknya 
kebebasan dalam perbuatan keputusan dan menyelesaikan 
pekerjaan menurut cara yang menurut anggotanya paling 
sesuai. Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis menurut 
Handoko dan Reksohadiprodjo (1997) : 
1. Pemimpin membiarkan anggotanya untuk mengatur 
dirinya sendiri. 
2. Pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan 
umum. 
3. Anggota dapat mengambil keputusan yang relevan untuk 
mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap 
cocok.  
2.3 Tinjauan Kepala Desa 
Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat 
desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
menjalankan tugasnya. Pasal 26 ayat (1) bahwa Kepala Desa 
bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan Pasal 26 ayat (2) 
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menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas Kepala Desa 
berwenang : 
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;  
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;  
d. menetapkan Peraturan Desa;  
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  
f. membina kehidupan masyarakat Desa;  
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;  
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 
Desa;  
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;  
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;  
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;  
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;  
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan  
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o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
 
Sedangkan dalam ayat (3), dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:  
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah 
Desa;  
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;  
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan 
kesehatan;  
d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang 
dilaksanakan; dan  
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya 
kepada perangkat Desa.  
Selanjutnya dalam ayat (4), dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:  
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;  
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;  
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d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;  
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;  
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas 
dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;  
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di Desa;  
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;  
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;  
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Desa;  
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;  
l. mengembangkan  perekonomian  masyarakat Desa;  
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat 
Desa;  
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di 
Desa;  
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup; dan  
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.  
Dalam Pasal 27 menjelaskan, dalam melaksanakan tugas, 
kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 26, Kepala Desa wajib : 
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a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;  
b. menyampaikan laporan penyelenggaraanPemerintahan Desa 
pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;  
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan 
pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan 
Desa setiap akhir tahun anggaran; dan  
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi 
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada 
masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. 
2.4 Kerangka Konsep 
Luwu sebagai sebuah wilayah yang otonom (Kerajaan), sejak 
periode I Galigo hingga Lontaraq, telah berperan penting dalam 
membangun tatanan masyarakat di beberapa wilayah. Berbagai 
wilayah, utamanya di Sulawesi Selatan bahkan kerap 
menghubungkan keturunannya atau keberadaan kerajaannya 
dengan Luwu. 
Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Luwu merupakan 
akar kebudayaan yang telah berintegrasi dalam wilayah kesadaran 
masyarakat pendukungnya. Disadari atau tidak, keagungan dan 
kearifan sejarah dan kebuadayaan Luwu telah menjadi kekuatan 
tersendiri dalammenyerap dan mentransformasikan berbagai anasir 
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kebudayaan dari luar yang kemudian berintegrasi dalam sebuah 
harmonisasi kebudayaan. 
Meski demikian, kekuatan tersebut dewasa ini telah mengalami 
reduksi struktural. Bahkan secara horisontal, sejarah terlebih 
kebudayaanLuwu terus mengalami alienasi dari masyarakatnya 
sendiri. Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya kecenderungan 
terjadinya proses politisasi sejarah dan kebudayaan. Hal ini tentunya 
juga akan menjadikan sejarah dan kebudayaan Luwu mengalami 
keterasingan dari pusat kesadaran masyarakat Luwu sendiri. 
Selain itu, nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu bentuk 
kearifan lokal yang dimiliki oleh Kerajaan Luwu pada 
pelaksanaannya mengalami penurunan secara drastis akibat 
dilupakannya nilai-nilai yang seharusnya menjadi landasan dalam 
praktek moralitas. Hal ini ditandai dengan lemahnya pemahaman 
masyarakat Luwu khususnya Desa Tanarigella tentang budaya lokal 
yang tentunya mengandung unsur-unsur nilai yang begitu berharga 
untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan bermasyrakat. 
Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, penulis mencoba 
mengangkat hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai yang dahulunya 
menjadi panutan dalam praktek kehidupan masyarakat, khususnya 
pada penyelenggaraan pemerintahan pada masa Kerajaan 
Luwu.Dengan fokus penelitian pada Desa Tanarigella Kecamatan 
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Bua Kabupaten Luwu. Dalam hal ini terkait mengenai nilai-nilai 
budaya lokal dalam kepemimpinan Kepala Desa di Desa Tanarigella. 
Berdasarkan dari deskripsi di atas, maka untuk mempermudah 
arah penelitian dan penulisan skripsi nantinya, penulis akan 
memberikan gambaran tentang skema kerangka konsep. Skema 
tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 
 
Gambar 2.1 
Kerangka Konsep Penelitian 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi yang ditentukan untuk mendapatkan informasi 
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian terhadap 
kepemimpinan Kepala Desa dan nilai-nilai lokal di Desa Tanarigella 
yang meliputi empat dusun, yaitu Dusun Pariama, Dusun Pasang 
Bua, Dusun Campae dan Dusun Pasang Bua. Desa Tanarigella 
berjarak sekitar 40 km dari ibukota Kabupaten Luwu, yaitu 
Belopa.Penelitian ini dilakukan selama ±2 bulan yaitu dari Februari 
hingga Maret 2017. 
3.2 Jenis Penelitian 
Penelitian ini besifat deskriptif dengan metode analisis kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap 
situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara 
benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan 
analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi interprestasi 
yang alamiah. Sehingga, penelitian ini akan banyak memperoleh 
informasi melalui teknik wawancara dengan informan. 
3.3 Sumber Data 
Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data penelitian yang 
akan diperoleh : 
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a. Data Primer 
Data primer adalah data peneliti yang didapat secara 
langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi 
objek penelitian peneliti. Dimana peneliti akan mndatangi satu-
persatu informan dan melakukan wawancara untuk 
mendapatkan hasil atau data yang falid dari informan secara 
langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih 
mudah. Informan adalah orang-orang yang betul paham atau 
pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. 
Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam 
memberikan informasi. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah 
bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku, luteratur yang terkait 
dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen 
dan arsip seeta laporan yang bersumber dari lembaga terkait 
yang relevandengan kebutuhan data dalam penelitian. 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam 
penelitian ini adalah : 
a. Wawancara 
Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan 
yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. Wawancara 
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antara peneliti dan informan dilakukan secara face to face 
dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi 
inti masalah penelitian kepada informan, selanjutnya para 
informan ini memberikan jawaban menurut pendapat mereka 
masing-masing. Metode ini dikenal dengan teknik wawancara 
deep interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk 
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 
antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman wawancara. Adapun informan pada 
peneliitian ini : 
1. Kepala Desa Tanarigella 
2. Tokoh Adat 
3. Tokoh Agama 
4. Tokoh Pemuda 
5. Masyarakat Umum 
b. Penelitian Lapangan 
Penelitian ini dilakukan dengan meneliti langsung ke 
instalansi untuk memperoleh data-data yang diperoleh dalam 
penelitian. 
c. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta 
mempelajari literatur-literatur yang ada berupa buku-buku,  karya 
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ilmiah atau kepustakaan lain yang berhubungan erat dengan 
masalah di penelitian ini. 
d. Dokumentasi 
Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data 
tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan 
sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang 
dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama 
lembaga. Sedangkan sumber tidak resmi adalah dokumen yang 
dibuat atau dikeluarkan oleh individu atas nama lembaga. 
Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat 
berupa artikel di surat kabar, artikel, internet, dll. 
3.5 Analisis Data 
Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik 
analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis 
dengan menggunakan teknik data kualitatif. Analisis data adalah 
proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca 
dan diinterprestasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
secara bersamaan dengan dengan proses pengumpulan data, 
proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang 
panjang. Data dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh 
kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan 
lapangan. 
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3.6 Definisi Operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang 
berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam 
mencapai tujuan penelitian perlu disusun definisi operasional yang 
dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain : 
1. Kepala Desa dalam pemerintahan daerah diatur dalam pasal 34 
ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Kepala 
Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Mengacu pada 
kebijakan tersebut, Kepala Desa pada dasarnya adalah pemimpin 
tertinggi di desanya yang memiliki otoritas memimpin masyarakat 
di desanya. Kepala Desa merupakan pemimpin pemerintahan 
desa yang kedudukan dan status kepemimpinannya dijamin dalam 
undang-undang. 
2. Nilai-nilai lokal yang menjadi landasan dan panutan sebagai 
bentuk warisan nilai dari sejarah Kerajaan Luwu. Adapun nilai-nilai 
yang di maksud adalah : 
a. Adele (adil) 
Kata adil berasal dari bahasa Arab yang berarti tidak berat 
sebelah, jujur, tidak berpihak atau proporsional, meletakkan 
sesuatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan 
memberikan hak orang lain tanpa kurang. Secara terminologi, 
adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi 
(ketidakjujuran). Dengan demikian, orang yang adil selalu 
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bersikap imparsial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali 
kepada kebenaran.  
b. Lempu (jujur)  
Jujur adalah sikap yang menyatakan sesuai dengan 
sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahai atau 
dikurangi. Adapun yang dimaksud dengan jujur menurut 
pemikiran Maccae Ri Luwu sebagai tolak ukur daripada nilai 
Lempu (jujur) tersebut, yaitu:  
- Orang yang bersalah padanya dimaafkan  
- Dia dipercaya dan tidak mengkhianati kepercayaan itu  
- Tidak serakah atau tidak menginginkan yang bukan haknya  
- Tidak dituntutnya suatu kebaikan, kalau hanya dia yang 
menikmatinya, hanya untuk kepentingan pribadinya.  
c. Getteng (Teguh)  
Yang dimaksud dengan getteng meupakan suatu perilaku 
yang memegang teguh prinsip-prinsip yang telah dibuatnya 
dan  berlandaskan  pada  nilai-nilai  kebenaran (tongeng). 
Selain itu, sesuai dengan pemikiran Maccae Ri Luwu, ada 
beberapa bentuk perilaku yang dapat mengindikasikan 
seseorang itu memiliki sifat getteng (teguh), yakni : 
- Tidak mengingkari janji dan tidak melangkahi 
(mengkhianati) perjanjian. 
- Tidak mengurai barang jadi. 
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- Tidak mengubah keputusan. 
- Ketika mengadili, nanti telah putus barulah berhenti. 
4. Penerapan nilai-nilai lokal dalam kepemimpinan Kepala Desa 
dilaksanakan dalam tiga bentuk pelayanan, yaitu pelayanan publik 
berupa penyediaan barang-barang publik dan layanan publik, 
kedua pelayanan pembangunan berupa pembangunan fisik dan 
non-fisik dan ketiga pelayanan perlindungan sebagai upaya 
pemerintah desa memberikan rasa aman dan tentram kepada 
masyarakat.  
5. Kepemimpinan pemerintahan dalam penelitian ini  adalah 
bagaimana pemimpin pemerintahan memahami dan 
mengaktualisasikan nilai-nilai lokal dalam lingkup 
pemerintahannya, sebagai sebuah konsep kepemimpinan yang 
menjadi warisan dari Kerajaan Luwu, dalam menjalankan atau 
menyelenggarakan sistem pemerintahan di Desa Tanarigella. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data 
yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi serta dokumentasi 
yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam 
melakukan proses pembahasan hasil penelitian. Adapun uraian hasil dan 
pembahasan didasarkan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Nilai-nilai Lokal dalam 
Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Tanarigella Kecamatan Bua 
Kabupaten Luwu. 
4.1 Profil Daerah Penelitian  
4.1.1 Sejarah Desa Tanarigella 
Desa Tanarigella berdiri tanggal 19 September 1998 dari 
pemekaran Desa Sakti yang saat ini menjadi Kelurahan Sakti. Asal-
usul dari nama Tanarigella diberikan oleh K. H. Sioja Daeng Mallondjo 
melalui musyawarah yang disepakati oleh para tokoh masyarakat dan 
pemuka agama. Adapun arti dari nama Tanarigella itu sendiri 
berdasarkan bahasa asli setempat adalah ‗tanah yang disucikan‘. 
Desa Tanarigella sebenarnya sudah ada sejak abad XV, hal ini 
didasarkan pada sejarah penyebaran Islam di Kecamatan Bua diawali 
dari Desa Tanarigella, tetapi baru diresmikan pada tahun 1998. Pada 
tahun 1998, Desa Tanarigella masih berstatus sebagai desa 
persiapan, dimana yang memimpin saat itu adalah Nasrul Sioja 
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sebagaiKepala Desa PJS (Pejabat Sementara) Persiapan hingga 
tahun 2002. Barulah pada tahun 2001, Desa Tanarigella diakui secara 
administratif karena telah dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih 
langsung secara demokratis oleh masyarakat Desa Tanarigella. 
Tepatnya pada tanggal 21 Mei 2001, dilaksanakan pesta demokrasi 
Pilkades Tanarigella pertama yang berlangsung di SDN 251 Sakti. 
Andi Baso Anka memimpin selama 6 tahun dan kemudian ia terpilih 
kembali pada pemilihan Kepala Desa pada tahun 2007, melanjutkan 
kepemimpinnannya di Desa Tanarigella.  
Berikut merupakan urutan daftar kepemimpinan Kepala Desa 
mulai masa Persiapan tahun 1998 hingga sekarang, sebagai berikut : 
Tabel 4.1 
Daftar Nama-nama Kepala Desa Tanarigella 
No. Nama Periode Ket. 
1. Nasrul Sioja, SE 1998-2002 PJS Desa Sementara 
2. Andi Baso Anka 2002-2007 Pemilihan 
3. Andi Baso Anka 2007-2013 Pemilihan 
4. Ahsan 2013-sekarang Pemilihan 
Sumber Data : RPJMDes Tanarigella Tahun 2016-2021 
Berdasarkan tabel diatas bahwa masa kepemimpinan yang 
paling lama di pegang oleh Andi Baso Anka, mulai terbentuknya Desa 
Tanarigella secara adminitratif, hingga tahun 2013. Dan pada tahun 
2013 melalui pemilihan Kepala Desa terpilihlah Ahsan untuk pertama 
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kalinya sebagai pemimpin di Desa Tanarigella untuk enam tahun 
masa jabatannya sebagai Kepala Desa. 
Selanjutnya dijabarkan tentang perkembangan sejarah kejadian 
yang baik dan kejadian buruk selama Desa Tanarigella berdiri hingga 
saat ini. 
Tabel 4.2 
Kejadian bersejarah Desa Tanarigella 
Tahun Kejadian Baik Kejadian Buruk 
21/5/2001 
Pesta Demokrasi Pilkdes 
pertama kalinya (Andi Baso 
Anka) 
 
2002  
Pertikaian antar 
pemuda 
2003 
- Juara I Pelatihan Kades se-
Kab. Luwu 
- Panen padi berhasil 
 
2004 
Juara III Lomba Administrasi 
se-Sulawesi Selatan 
 
2007 
Pesta Demokrasi ke II Desa 
Tanarigella (Andi Baso Anka) 
 
2010  Gagal panen 
23/10/2010  Banjir bandang 
30/3/2013 
Pesta Demokrasi Pilkades 
(Ahsan) 
 
31/3/2013  
Pembakaran 
rumah salah satu 
warga karena 
politisasi Pilkades 
03/7/2013 
Pelantikan Kepala Desa 
Terpilih 
 
2015  
Gagal panen 
karena musim 
kemarau 
 Sumber Data : RKP Desa Tanarigella Tahun 2016 
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4.1.2 Kondisi Geografis 
Desa Tanarigella merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah 
Kecamatan Bua yang mempunyai posisi strategis. Berjarak ±40 km 
dari Ibukota Kabupaten Luwu yaitu Belopa pada jalur jalan Raya 
Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Tanarigella memiliki luas ±669,7 Ha 
yang terbagi atas lahan persawahan, pemukiman, perkebunan, pasar, 
sekolah, landasan pesawat, dll. 
Desa Tanarigella terdiri atas empat Dusun, yaitu : 
1. Dusun Pariama 
2. Dusun Campae 
3. Dusun Pasang Bua 
4. Dusun Issong Batu 
4.1.3 Demografi 
Desa Tanarigella berada di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
A. Batas Wilayah 
- Sebelah Utara   : Kelurahan Sakti 
- Sebelah Selatan   : Desa Puty 
- Sebelah Barat   : Desa Tiromanda 
- Sebelah Timur   :Desa Raja dan Desa 
Pabbaresseng 
B. Penduduk Desa Tanarigella  : 1986 Jiwa 
- Jumlah Penduduk Perempuan : 1009 Jiwa 
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- Jumlah Penduduk Laki-laki  : 977 Jiwa 
- Jumlah KK    : 520 Jiwa 
C. Luas Penggunaan Lahan Desa Tanarigella 
 
Tabel 4.3 
Luas Fungsi Lahan di Desa Tanarigella 
No. Lahan Luas (Ha) 
1. Pemukiman 267 
2. Persawahan 170 
3. Sarana Pendidikan 3,7 
4. Pasar Sentral 1,5 
5. Hutan/Kebun 155,5 
6. Landasan Pesawat 7 
7. Dan lain-lain 65 
Total 669,7 Ha 
Sumber Data : RPJMDes Tanarigella Tahun 2016-2021 
Berdasarkan tabel diatas, hampir sepertiga daerah Desa 
Tanarigella terdiri atas pemukiman warga, karena letak Desa 
Tanarigella sangat strategis dari wilayah Kecamatan Bua dan terletak 
pada jalur jalan Raya Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Desa 
Tanarigella juga memiliki willayah persawahan dan perkebunan yang 
cukup luas. Hingga saat ini, masih banyak penduduk yang bermata 
pencarian sebagai petani dan juga perkebun khususnya perkebun 
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sagu. Adapun sisa lahan sebanyak 65 Ha, terdiri atas pemakaman 
desa, semak belukar dan sarana peribadan. 
4.1.4 Sosial Budaya 
Secara sosial keadaan Desa Tanarigella dilihat dari beberapa 
bidang, yaitu : 
a. Bidang Keagamaan 
Penduduk Desa Tanarigella mayoritas beragaman Islam, 
dengan perbandingan sebagai berikut : 
Tabel 4.4 
Jumlah Pemeluk Agama di Desa Tanarigella 
No. Agama Jumlah 
1. Islam 1981 orang 
2. Kristen 3 orang 
3. Hindu 2 orang 
Total 1986 orang 
Sumber Data : RKP Desa Tanarigella Tahun 2016 
Berdasarkan tabel diatas bahwa hampir semua 
masyarakat Desa Tanarigella memeluk agama Islam, 
selebihnya 5 orang yang beragama non-Islam. Hal tersebut 
dikarenakan di Desa Tanarigella tidak dibenarkan seseorang 
yang berkeyakinan selain agama Islam untuk menetap di 
Desa ini karena Desa Tanarigella menjadi pusat kebudayaan 
penyebaran agama Islam dan Tanarigella sendiri memiliki arti 
nama tanah yang disucikan. Tetapi kelima orang tersebut 
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hanya berstatus menumpang pada keluarga yang menetap di 
Desa Tanarigella karena urusan pekerjaan. 
Di Desa Tanarigella terdapat 3 Masjid sebagai tempat 
peribadatan masyarakat muslim, yaitu Masjid Istiqamah di 
Dusun Pariama, Masjid Jami Bua yang menjadi ikon 
kebudayaan Kecamatan Bua terletak di Dusun Campae dan 
Masjid Al-Falah di Dusun Pasang Bua. 
b. Bidang Kebudayaan 
Penduduk Desa Tanarigella sebagian besar terdiri dari 
suku Bugis, selebihnya ialah suku Toraja, Makassar, Jawa, 
Banjar, Rote, Manggarai dan Bali. Bahasa yang digunakan 
sehari-hari adalah nasional atau bahasa daerah masihng-
masing. Budaya perkawinan, kelahiran, syukuran, kematian 
dan segala bentuk kegiatan budaya menggunakan tradisi dan 
adat masing-masing suku. 
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c. Bidang Pendidikan 
Tabel 4.5 
Sarana Pendidikan di Desa Tanarigella 
No. Jenis Pendidikan Status Gedung Buah 
1. PAUD  Swasta 1 
2. TK Swasta 1 
3 Sekolah Dasar/MIS Negeri 1 
4. Sekolah Menengah 
Atas/MA 
Negeri 1 
Total 4 
Sumber Data : RKP Desa Tanarigella Tahun 2016 
Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sarana pendidikan 
di Desa Tanarigella sebanyak 4 jenis sarana pendidikan 
umum, terdiri dari jenjang PAUD (Pendiikan Anak Usia Dini), 
TK (Taman Kanak-kanak), Sedolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Atas yang semuanya terdiri atas 1. 
d. Bidang Ekonomi 
Penduduk Desa Tanarigella memiliki beragam pekerjaan 
dalam berbagai bentuk bidang. 
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Tabel 4.6 
Jenis Pekerjaan di Desa Tanarigella 
No. Jenis Pekerjaan Presentase (%) Jumlah (orang) 
1. Buruh Pabrik 40 794 
2. Petani 25 497 
3. Perkebun 5 99 
4. PNS 15 298 
5. Peternak 5 99 
6. Wiraswasta 10 199 
Total 100 1986 
Sumber Data : RPJMDes Tanarigella Tahun 2016-2021 
 Berdasarkan tabel diatas bahwa penduduk Desa 
Tanarigella mempunyai pekerjaan yang beragam, tetapi 
hampir setengah dari jumlah penduduk Desa Tanarigella 
bekerja sebagai buruh pabrik, selebihnya bekerja sebagai 
petani karena di Desa Tanarigella mempunyai 170 Ha lahan 
persawahan, selebihnya bekerja sebagai perkebun, 
wiraswasta, PNS dan peternak. 
4.1.5 Pemerintahan 
Desa Tanarigella menganut sistem kelembagaan Pemerintahan 
Desa demokrasi yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan 
Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan 
desa juga bisa berjalan baik dengan jumlah perangkat yang memadai. 
Untuk mencapai penyeleggaraan pemerintahan desa perlu adanya 
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suatu program pembangunan dan penataan sistem pemerinyahan 
yang disesuaikan dengan kerangka program kegiatan RKP, RPJMDes 
dan Peraturan Daerah sebagai acuan. 
4.2 Gambaran Pemerintahan Desa Tanarigella 
4.2.1 Visi dan Misi Desa Tanarigella 
Visi adalah rumusan ideal mengenai masa depan desa yang 
merupakan cita-cita pemerintah dan masyarakat desa mengenai 
keadaan yang ingin diwujudkan. Penyusunan Visi Desa Tanarigella ini 
dikukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang 
berkepentingan di Desa Tanarigella seperti pemerintah desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh 
Adat, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada 
umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan 
kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Bua 
Maka berdasarkan pertimbangan diatas, adapun Visi Desa 
Tanarigella yaitu :  
 
 
 
Terkait dengan Visi Desa Tanarigella, maka dapat dijabarkan 
sebagai berikut : 
1. Mandiri, mampu mencukupi kebutuhan dasar lingkung 
desa, dalam arti yaitu pemerintah desa bersama 
“Mewujudkan Desa Tanarigella  
Menjadi Desa Mandiri Berwawasan Religi” 
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masyarakat Desa Tanarigella akan berupaya mencukupi 
kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya dengan senantiasa 
mengoptimalkan semua potensi dasar yang ada di dalam 
desa. 
2. Berwawasan religi, mendasarkan setiap upaya penggalian 
potensi dasar yang dimiliki desa pada aspek keagamaan 
dan melakukan pembinaan mental keagamaan pada 
generasi muda Desa Tanarigella, maksudnya yaitu setiap 
langkah yang ditempuh dalam penggalian potensi dasar 
desa yaitu potensi SDA (Sumber Daya Alam) maupun 
potensi SDM (Sumber Daya Manusia) senantiasa 
disandarkan pada ajaran Ketuhanan sebagaimana sila 
pertama pada Pancasila. 
Selain penyusunan Visi, juga telah ditetapkan misi-misi yang 
memuat apa yang harus dlaksanakan oleh desa agar tercapainya Visi 
desa tersebut. Adapun Misi Desa Tanarigella, yaitu : 
1. Melaksanakan Pembentukan BUMDES. 
2. Meningkatkan Sistem Pemberdayaan Masyarakat. 
3. Mengoptimalkan Penggalian Potensi Desa. 
4. Melaksanakan Pembinaan Mental Keagamaan Generasi 
Muda dan Majelis Taklim. 
5. Membangun jaringan kerjasama yang baik dengan 
berbagai pihak.  
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4.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanarigella 
Struktur organisasi merupakan gambaran wewenang dan 
tanggungjawab masing-masing personil yang terlibat dalam lingkup 
tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pemerintahan 
memberikan kejelasan kepada setiap perangkat desa terkait dengan 
tugas dan fungsinya serta mekanisme pertanggungjawabannya. 
Dengan adanya struktur pemerintahan ini sebagai pembagian tugas 
kepada semua perangkat daerah  yang akan saling berkoordinasi. 
4.2.2.1 Tugas dan Fungsi Pengelola Desa Tanarigella 
Berikut merupakan penjelasan mengenai tugas dan fungsi 
dari Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Tanarigella : 
1. Kepala Desa 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas 
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatn Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat.Desa. Selain tugas pokok 
tersebut, Kepala Desa juga memiliki tugas sebagai berikut: 
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan negara kesatuan RI. 
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
c. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 
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d. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang 
bersih dan bebas dari KKN. 
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja 
pemerintahan Desa. 
g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang- 
undangan. 
h. Menyelenggarakan administrasi Desa yang baik. 
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan 
keuangan Desa. 
j. Melaksanakan urusan yang menajdi kewenangan Desa. 
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa yang 
dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa. 
l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa. 
m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial 
budaya dan adat istiadat. 
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa. 
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan 
melestarikan lingkungan hidup. 
p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan 
keterangan kepada BPD serta menginformasikan 
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laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada 
masyarakat. 
q. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa 
disampaikan kepada Bupati/Walikota, melalui camat satu 
(1) kali dalam satu (1) tahun. 
r. Laporan pertanggungjawaban kepada BPD  disampaikan 
satu (1) kali dalam satu (1) tahun dalam masyarakat 
BPD. 
s. Menginformasikan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa 
selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman 
atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat 
desa atau radio komunitas. 
t. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan 
kepada Bupati/Walikota melalui camat dan kepada BPD. 
2. Sekretaris Desa 
a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa. 
b. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta 
mengawasi semua unsur/kegiatan sektretaris Desa. 
c. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris 
Desa dan keadaan umum Desa. 
d. Merumuskan program kepada Kepala Desa. 
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e. Melaksanakan unsur surat menyurat, kearsipan dan 
laporan. 
f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan 
mencatat hasil-hasil rapat. 
g. Penyusunan rancangan anggaran penerimaan dan 
belanja desa. 
h. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja 
desa. 
i. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan 
pencatatan adminstrasi pemerintahan. 
j. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi 
pembangunan, administrasi kemasyarakatan. 
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala 
Desa. 
3. Kepala Urusan Pemerintahan 
a. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan di 
Desa. 
b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP). 
c. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah. 
d. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi Desa. 
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e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, antara lain: 
RT, RW, dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta 
pertahanan sipil. 
f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi 
peraturan desa dan keputusan kepala desa. 
g. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
h. Melaksanakan, mengawasi, serta membina kegiatan 
sosial politik lainnya. 
4. Kepala Urusan Umum 
b. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-
surat desa, mempunyai tugas keluar serta melaksanakan 
kearsipan. 
c. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan 
pendistibusian alat- alat kantor, pemeliharaan dan 
perbaikan peralatan kantor. 
d. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan 
pelaksanaan piket. 
e. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan 
kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa. 
f. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi 
umum. 
g. Mencatat inventarisasi kekayaan desa. 
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h. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan 
penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggan 
pada umumnya. 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris 
desa. 
5. Kepala Urusan Pembangunan 
a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan 
Desa. 
b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat 
dalam pembangunan Desa. 
c. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan 
memeliharanya untuk dikembalikan. 
d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan 
guna pembuatan daftar usulan serta mencata daftar 
isian proyek/daftar isian kegiatan. 
6. Bendahara Desa 
a. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan 
kepala  desa dan perangkat desa sesuai dengan 
peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
b. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber 
penghasilan desa baru untuk perkembangan. 
c. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola 
oleh desa. 
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d. Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa. 
e. Merencakan penyusunan APBDes untuk 
mengkonsultasikan dengan BPD. 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris 
Desa. 
7. Kepala Dusun 
Kepala Dusun merupakan salah satu dari perangkat desa 
yang wewenangnya berada di bawah dari Kepala Desa. 
a. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang 
kedudukannya sebagai pembantu dari Kepala Desa. 
b. Memiliki kewajiban dan tugas untuk menjalankan 
kegiatan pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, 
ketentraman dan juga pembangunan. 
c. Melaksanakan tugas dan kewajibannya, 
bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 
d. Melaksanakan keputusan dari kebijakan yang diambil 
oleh Kepala Desa. 
e. Membantu kepala Desa diberbagai kegiatan. 
f. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh 
Kepala Desa. 
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4.3 Pemahaman Kepala Desa Tanarigella tentang Nilai-nilai Lokal 
Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara 
mempelajari baik-baik supaya paham dan mendapat pengetahuan 
banyak. Nana Sudjana dalam Bambang (2011) menyatakan bahwa 
pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu : 
1. Pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam 
arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-
prinsip. 
2. Pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-
bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau 
menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, 
membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok. 
3. Pemaknaan ekstrapolasi. 
Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu 
cara atau proses memahami sebuah konsep yang diawali dengan 
pengetahuan, penerjemahan/penafsiran dan memaknai secara 
ekstrapolasi. Kemudian dari proses pemahaman itu lalu diwujudkan 
dalam bentuk tindakan atau pelaksanaan daripada konsep tersebut. 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa dalam 
proses pemahaman, terdapat tiga tahap yang menjadi indikator 
seseorang dapat dikatakan paham akan sebuah konsep, yaitu 
diawali dengan pengetahuan yang dapat bersumber dari diri seorang 
individu atau luar individu  tersebut. Kemudian adanya proses 
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internalisasi yang ditandai melalui tahap penafsiran atau 
penerjemahan, pemaknaan sederhana sehingga terbentuknya 
kesadaran akan pentingya konsep tersebut. Selanjutnya dimaknai 
secara ekstrapolasi tentang konsep itu. Setelah tercapai 
pemahaman, konsep tersebut lalu diwujudkan dalam bentuk 
pelaksanaan atau penerapan. 
4.3.1 Adele (Adil) 
Secara harfiah, kata adil berasal dari bahasa Arab adil yang 
berarti di tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-
tengah, tidak berat sebelah atau dengan kata lain adil berarti 
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berikut beberapa pendapat 
mengenai keadilan : 
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil berarti 
sifat perbuatan atau perilaku yang dalam pelaksanaannya 
memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus 
diterima oleh pihak lain. 
- Menurut W.J.S Poerwodarminto keadilan berarti tidak berat 
sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam 
pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapatnya 
kesewenang-wenangan. Orang yang betindak sewenang-
wenang berarti bertindak tidak adil. 
Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Charles E. Merriam (1982) meletakkan keadilan 
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sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara yaitu keamanan 
ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum dan 
kebebasan. Adalah menjadi tugas penyelenggara negara untuk 
menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah 
terpenuhinya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini tertuang 
dalam Pembukaan UUD 1945dan sila ke-5 Pancasila. 
Pesan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut 
hendaknya menjadi pedoman dan semangat bagi para penyelenggara 
pemerintah bahwa tugas utama pemerintah adalah menciptakan 
keadilan. Perlakuan secara adil kepada masyarakat tanpa pandang 
bulu. Manusia pada hakikatnya sama harkat dan martabatnya, 
termasuk pula manusia sebagai negara. Oleh sebab itu, hendaknya 
penyelenggara negara menjamin perlakuan adil terhadap warganya. 
Konsep keadilan  yang  diaktualisasikan  di  dalam  
konsepkepemimpinan raja-raja Luwu sejak dahulu bersandar pada 
filosofi yangdikemukakan oleh I Sehe Makkunrai yaitu :“Aro adele 
agaukeng de’ na mappile pile na pappada ngasengngi tauwede. 
Siwennimi  adele  mapparenta  datu-e  padami  patappulo  
wennisempajangnge.” Yang artinya: Adele itu adalah perilaku yang 
tidak memilih-milih atau membeda-bedakan dan menyamaratakan 
semua orang. Pemerintah yang berbuat adil dalam semalam sama 
halnya empat puluh malam mendirikan sembahyang. 
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Dari  pengertian  konsep  adele  (adil)  yang  dipahami  penulis 
berdasarkan pada filosofi Kerajaan Luwu, adele (adil) dapat diartikan 
sebagai sebuah tindakan atau perilaku yang tidak berat sebelah, 
menempatkan sesuatu pada tempatnya atau tidak sewenang-wenang. 
Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara pada Kepala Desa 
Tanarigella yang mengatakan bahwa : 
―Adil adalah proporsional. Semua tidak harus sama banyaknya, 
tapi dikondisikan sesuai dengan kebutuhan‖. (wawancara pada 
tanggal 21 Februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, menurut Kepala Desa 
sikap adil sama halnya sikap proporsional, tidak harus dibagi sama 
rata, tetapi menempatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh Tokoh Adat Desa 
Tanarigella bahwa : 
―Adele sama halnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. 
Sikap ini penting sekali untuk dimiliki sama pemimpin daerah, 
terutama Kepala Desa, mengingat Tanarigella adalah daerah 
adat‖ (wawancara pada tanggal 23 Februari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara diatas, Tokoh Adat berpendapat 
bahwa nilai lokal adele ini adalah hal yang sangat penting untuk 
pahami oleh setiap pemimpin secara luas dan dapat menjadi  
sandaran  atau  landasan  dalam  menjalankan  amanah  dan 
tanggung  jawab,  terkhusus  di  Desa Tanarigella. Karena  disamping 
mengajarkan nlai-nilai kebaikan, juga merupakan bentuk warisan 
nenek moyang dari Kerajaan Luwu sehingga sudah menjadi 
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kewajiban untuk dijaga dan dilestarikan oleh para generasi 
penerusnya. 
Secara universal konsep keadilan dapat diketahui secara luas 
oleh setiap kalangan masyarakat, termasuk para pemimpin 
pemerintahan. Dimana pemimpin mengetahui bahwa keadilan adalah 
sebuah tindakan yang tidak membeda-bedakan dan memberikan 
pelayanan secara merata kepada setiap masyarakat. Namun sesuai 
dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini yang mencoba 
mengangkat kearifan lokal sebagai falsafah ataupun  spirit  khusus  
dalam  mengelola  pemerintahan  perlu  adanya pemahaman tentang 
eksistensi nilai ini dalam budaya sebuah bangsa ataupun  daerah  
terutama  untuk  kalangan  pemimpin.  
4.3.2 Lempu (Jujur) 
Dari segi bahasa, jujur adalah mengakui, berkata ataupun 
memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar 
terjadi/kenyataan. Sikap jujur adalah sebuah sikap yang berupaya 
menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi dengan fenomena 
atau realitas. Kejujuran dalam kamus bahasa Indonesia adalah 
perbuatan yang lurus hati, tulus dan ikhlas. Sikap jujur mnerupakan 
apa yang keluar dari dalam hati nurani setiap manusia dan bukan 
merupakan apa yang keluar dari hasil pemikiran yang melibatkan otak 
dan hawa nafsu. Dalam arti lain kejujuran adalah nilai kebaikan 
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sebagai sifat positif yang diterima semua orang manapun dan 
kapanpun. 
Menurut Albert kejujuran adalah mengakui, berkata atau 
memberikan sebuah informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran, 
kejujuran tidaklah selalu tepat arti harfiahnya, dalam arti memiliki 
batasan-batasan dan lebih bersifat kondisional dalam aplikasinya 
sepanjang tidak keluar dari tujuan dan makna besar. 
Adapun yang dimaksud dengan lempu (jujur) dalam konteks 
nilai budaya lokal yang berasal dari Kerajaan Luwu, sesuai dengan 
konsep yang dikemukakan oleh To Maccae ri Luwu, dari 
percakapannya denganLa Manasse To Akkarangeng (La Baso), yaitu 
: 
―Aga Lamperi Sunge’, Nene?” 
(Apa yang memeperpanjang Umur, Nenek?) 
“Naia Lamperi Sunge’, Lempue. Eppa Gau’na tomalempue. 
Seunai, risalaie na’dampeng. Maduanna, riparennuangie 
tennapajekkoi. Bettuanna risanresie tennapabell.eang. 
Matellunna temmangoainngi taniae anunna. Maeppana, 
tesesse’ deceng rekko alena podecengngi.” 
(Adapun yang memperpanjang umur, ialah kejujuran. Empat 
jenisnya orang jujur. Pertama, orang yang bersalah padanya 
tapi ia maafkan. Kedua, dipercayai dan tidak mencurangi. 
Artinya ia dijadikan saudara dan tidak mengkhianati. Ketiga, 
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tidak serakah terhadap apa yang bukan miliknya. Keempat, 
tidak mencari kebaikan jika hanya ia akan menikmatinya.) 
“Aga sa’binna lempue, Nene?” 
(Apa yang menjadi bukti kejujuran itu, Nenek?) 
―Arua sa’binna lempue. Seuani napariwawoi ri wawoe. 
Maduanna,napariawai ri awae. Matellunna, naparioloi ri oleo. 
Malimanna, napariabioi abioe. Malimanna napariataui ataue. 
Maenanna, naparimunriwi ri parilalengngi ri lalennge.” 
(Delapan hal yang menjadi bukti kejujuran itu. Pertama, 
diataskannya yang diatas. Kedua, dibawahkannya yang di 
bawah. Ketiga, didepankannya yang di depan. Keempat, 
dikirikannya yang di kiri. Kelima, dikanankannya yang di kanan. 
Kenam, di belakangkannya yang dibelakang. Ketujuh, 
dibiarkannya di luar yang diluar. Kedelapan, ditempatkannya 
didalam yang memang di dalam.) 
“Naiia tanranna tomalempue, seumi, ri asolae na’dampeng. 
Maduanna, ri parennuangie tennapacekoi. Matellunna, 
temmangoaiengi natania olona. Maeppana, tennasese’ 
decennge narekko alenami posecennge.” 
(Adapun tanda orang yang jujur. Pertama, orang yang bersalah 
padanya, tetapi dimaafkannya. Kedua, ia dipercaya dan tidak 
mengkhianat. Tiga, tidak serakah terhadap yang bukan haknya. 
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Keempat, tidak dituntutnya suatu kebaikan jika hanya dia yang 
menikmatinya.) 
―Naia riasennge malempu, massuke’ ri alenai. Naia riasennge 
makkeda tongeng tennassurie belle timunna” 
(Adapunyang disebut jujur, dirinya dijadikan ukuran. Adapun 
yang disebut berkata benar, tidak keluar perkataan bohong dari 
mulutnya.) 
`”Lima mpuangengngi pera’dekiwi arunnge ri akkarungenna. 
(Lima hal yang menyebabkan seorang raja tetap tenang dalam 
Kerajaan.) 
Seuani, malempui ri dewatae namalempu ripadanna arung, 
enrennge ri bali wanuanna. Kuae topa ri toriwawana. Nalempuri 
toi alena nennia’ lise’ bolana. Nalempuri maneng toi sininna 
naitae mata, nennia naengkalingae daucculi. Apa’ iami ritu 
riaseng malempu tongeng-tongeng, malempuri manenngengi 
sininna pura rirampewe. 
(Pertama, jujur ia terhadap dewata serta semua kepada 
sesamanya raja, terhadap negeri tetangganya serta kepada 
rakyatnya. Ia juga jujur terhadap dirinya dan kepada isi 
rumahnya. Jujur ia pula kepada semua yang dilihat mata dan 
didengar oleh telinga. Sebab yang dikatakan sebenarnya jujur, 
hanyalah meraka yang jujur kepada semua yang tersebut tadi.) 
 
Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa yang 
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didapatkan oleh penulis, terkait dengan pemahaman nilai lempu (jujur) 
sebagai berikut : 
―Yang dimaksud dengan jujur yaitu terbuka, tidak menutup-
nutupi apa yang sebenarnya terjadi, tetapi akan mengatakan 
yang sebenarnya sesuai fakta yang ada. Pemerintah desa, 
terkhusus saya (Kepala Desa) harus selalu terbuka, menerima 
semua  masyarakatnya baik dalam bentuk penyebaran 
informasi, bantuan dan pelayanan administratif.‖ (Wawancara 
tanggal 21 Februari 2017) 
 
Nilai lempu yang di pahami oleh informan yaitu tidak 
mengeluarkan perkataan bohong, menjalankan amanah yang telah 
diberikan, apa adanya, meluruskan hal-hal yang bermasalah dan 
menempatkan sesuatu pada tempatnya serta terbuka dalam hal 
apapun. 
Dalam teori demokrasi, pemerintahan yang terbuka adalah 
suatu hal yang esensial atau penting terutama akses bebas setiap 
masyarakat terhadap berbagai sumber informasi, supaya tidak terjadi 
saling curiga antar individu, masyarakat dengan 
pemerintah.  Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu setiap 
kebijakan haruslah jelas, tidak dilakukan secara sembunyi, rahasia 
tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawabannya bisa 
diketahui publik dan masyarakat berhak atas informasi faktual 
mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan 
kebijakan. 
Ada 3 alasan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan : 
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1. Kekuasaan pada dasarnya cenderung 
diselewengkan.  Semakin besar kekuasaan semakin besar 
pula kemungkinan terjadi penyelewengan. 
2. Dasar penyelenggaraan pemerintahanh itu dari rakyat oleh 
rakyat dan untuk rakyat, agar penyelenggaraan 
pememrintahan itu tetap dijalur yang benar untuk 
kesejahteraan rakyat. 
3. Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas 
bebas warganegara terhadap informasi yang pada gilirannya 
akan memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu 
berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang 
konstruktif dan rasional. 
4.3.3 Getteng (Teguh) 
Teguh artinya tetap dan tidak berubah hati, serta memegang 
teguh apa yang menjadi pendapatnya. Orang yang disebut teguh 
pendirian jika ia mempunyai pendapat yang tidak mudah berubah dan 
disebut orang yang tidak mempunyai pendirian jika ia mudah sekali 
merubah pendapatnya bahkan mudah sekali dipengaruhi oleh 
pendapat orang lain. 
Teguh dalam pendirian adalah orang yang sangat diharapkan 
ada di tengah-tengah masyarakat, hanya saja sangat sedikit orang 
yang demikian. Wibawa orang seperti ini akan sangat positif bagi 
kebaikan maasyarakat.  
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Adapun yang dimaksud dengan getteng (teguh) dalam konteks 
nilai budaya lokal yang berasal dari Kerajaan Luwu, sesuai dengan 
konsep yang dikemukakan oleh To Maccae ri Luwu dari 
percakapannya dengan La Manasse To Akkarangeng (La Baso), yaitu 
: 
“Aga pasawe tau, Nene, pa’biuja olokolo’?” 
(Apa yang membanyakkan orang, Nenek; mengembangbiakkan 
hewan?) 
“Iana ritu gettennge. Eppa gau’na gettennge. Seuani, tessalaie 
janci enrennge tessoaosi ulu ada. Maduanna, tellukkae anu 
pura enrennge teppnrae assituseng. Matellunna, narekko 
ma’bicarai, purapi napajaiwi.” 
(Itulah keteguhan hati. Empat jenisnya keteguhan hati. 
Pertama, tidak mengingkari janji dan tidak melangkahi 
persetujuan. Kedua, tidak menguranmgi barang jadi, serta tidak 
mengubah kesepakatan. Ketiga, jika ia mengadili nanti telah 
putus baru ia berhenti.) 
“Arua sa’binna gettennge. Seuani, teppale’bie ada. Matellunna, 
palettu’e passurong. Maeppana, poadae ada oatuju. Malimanna 
pugau’e gau’ makenna tuttureng, ssaroi mase ri salasanae. 
Maruana, pakatuaialena risilalennae.” 
(Delapan bukti ketabahan itu. Pertama tidak menambah-
nambah perkataan. Kedua, tidak mengurangi perkataan. 
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Ketiga, melaksanakan suruhan. Keempat, mengucapkan 
perkataan benar. Kelima, melakukan perbuatan yang 
bermanfaat. Keenam, melaksanakan pekerjaan yang 
berpatutan, serta kata-katanya. Ketujuh, membantu orang lain 
menurut wajarnya. Kedelapan, merendah-rendahkan menurut 
patutnya.) 
“Maeppana, magettengpi. Bettuanna tessalaie jajnci, nagetteng 
toi ala masorosoi ulu ada, enrennge telluka bicara pura. 
Nagettenngitoi ala mesa’-e becci’. Na magettengto ala 
napale’bie pangkaukenna, enrennge arega ala nakurangie 
pangkaukenna. Namagettteng tona ala napakele’bie ada-
adanna, iarega ala nakurangie ada-adanna; enrennge 
napakale’bie pakkitanna ri pura nitae. Tennapalle’bi toni pura 
naengkalingae, enrennge topa pa’dissengenna, ia-ianna pura 
naisseng. Iapa tau riaseng magetteng tongeng=tongeng, 
magettengieng sinina pura rirampe.” 
(Keempat, teguh pendiriannya. Artinya, ia tidak meninggalkan 
janji. Ia juga teguh memagang ikrar (antara Negara) dan tidak 
akan mementahkan keputusan hakim. Ia teguh pada batas-
batas yang sudah ditentukan, tidak melebih-lebihkan 
perbuatannya, dan tidak juga menguranginya. Ia juga teguh 
untuk tidak melebih-lebihkan perbuatannya, dan tidak juga 
menguranginya. Ia juga teguh untuk tidak melebih-lebihkan 
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perkataannya, ataupun menguranginya. Ia juga tidak akan 
melebih-lebihkan penglihatannya dari pada apa yang sudah 
dilihatnya. Demikian juga pendengarannya  serta  
pengetahuannya  dari  pada  apa  yang  telahdiketahuinya. 
Orang teguh memegang apa yang sudah disebutkan tadi,itulah 
orang yang sungguh-sungguh pendiriannya.) 
Berikut  hasil wawancara dengan Kepala Desa tentang 
pemahaman getteng (teguh) sebagai kearifan lokal dalam 
memandang konsep keteguhan. 
―Teguh sama halnya dengan ketegasan, teguh dalam 
pendirian. Apapun tanggung jawab yang diberikan di 
laksanakan berdasarkan aturan yang telah berlaku. Konsisten 
pada aturan yang telah ditetapkan‖ (Wawancara pada tanggal 
tanggal 21 Februari 2017) 
 
Hal senada juga disampaikan oleh Tokoh Adat Desa Tanarigella : 
―Teguh di dalamnya terkandung sikap tegas, sesuai dengan 
aturan. “Naia riasennge getting tassalaie janci” (Adapun yang 
disebut teguh pendirian tidak akan ia meninggalkan 
janji).Maksudnya bahwa ketika kita telah membuat komitmen 
atau janji harus ditepati dan harus terus dijaga sebagai bentuk 
konsistensi dalam menjalankan tugas apalagi pemerintah‖ 
(Wawancara padatanggal 23 Februari 2017) 
 
Dari hasil wawancara dengan informan yang paham akan nilai 
budaya lokal getteng dapat disimpulkan bahwa getteng yang 
dimaksud adalah tidak meninggalkan janji atau komitmen yang telah 
dibuat, konsisten dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab, 
tegas dalam menindaki yang pantas, dan tidak merubah apa yang 
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telah diputuskan. 
―Ketiga nilai lokal tersebut berada dalam 1 lingkup yang 
dinamakan sebagai integritas. Seorang pemimpin harus 
mempunyai ketiga hal tersebut kalau ingin memimpin. 
Masyarakat akan merasa tentram dan damai jika pemimpinnya 
menerapkan nilai tersebut karena tidak ada kecurigaan, 
pemimpin taat pada peraturan dan tidak membeda-bedakan 
masyarakatnya. Perumpaan jika pemimpin yang tidak 
mempunyai integritas, ibarat sungai yang dalam dan besar 
tetapi tidak berair, maka tidak akan ada manfaat yang di 
datangkan dari sungai tersebut. Jika sungai tersebut memiliki 
air yang jernih, tenang dan bersih, maka semua masyarakatnya 
akan merasa tenang, sejuk dan mendatangkan manfaat yang 
banyak.‖ (Wawancara oleh Tokoh Adat pada tanggal 23 
Februari 2017) 
 
Adanya kesadaran akan pentingnya nilai lokal tersebut 
merupakan salah satu hal yang megindikasikan bahwa para pemimpin 
pemerintahan termasuk Kepala Desa paham tentang nilai lokal yang 
ada. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan 
informan yang paham dalam penelitian ini. Dimana informan tersebut 
menyatakan bahwa nilai budaya lokal adele,lempu dan getteng 
merupakan suatu konsep nilai yang sangat penting untuk dipahami 
bahkan dilaksanakan oleh para pemimpin pemerintahan khususnya di 
Desa Tanarigella. 
Oleh karena selain sebagai bentuk warisan luhur dari nenek 
moyang Kerajaan Luwu juga nilai lokal tersebut sangat relevan 
dengan ajaran agama yang mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan 
dan budi pekerti yang luhur. Sehingga dapat dijadikan landasan dalam 
bertindak dan berperilaku utamanya dalam menyelenggarakan sistem 
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pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar 
serta masih bersandar pada kearifan lokal daerah. 
4.4 Penerapan Nilai-nilai Lokal pada Kepemimpinan Kepala Desa 
dalam Bidang Pelayanan di Desa Tanarigella 
Penerapan adalah perbuatan menerapkan (menurut KBBI) 
sedangkan menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, 
memasangkan. Jadi penerapan adalah sebuah tindakan yang 
dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud 
untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 
Adapun unsur-unsur penerapan menurut Wahab (1990) 
meliputi : 
a. Adanya program yang dilaksanakan. 
b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi 
sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari 
program tersebut. 
c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan 
yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan 
maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. 
Terkait dengan penelitian ini penerapan yang dimaksud adalah 
tindakan dan pelaksanaan tentang konsep nilai-nilai lokal adele, 
lempu dan getteng oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas 
pokok dan fungsinya (tupoksi). Aparatur birokrasi pemerintahan 
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, telah diatur dalam 
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peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk UU, peraturan 
pemerintah maupun peraturan daerah yang dituangkan dalam 
bentuk tugas pokok dan fungsi. 
Yang dimaksud dengan tugas pokok adalah tugas yang paling 
pokok dan wajib dilaksanakan dari sebuah  jabatan atau  organisasi. 
Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau 
kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut. Sedangkan fungsi 
adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang 
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 
nasional. Fungsi juga dapat diartikan sebagai sekelompok aktivitas 
yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau 
pelaksanaannya. Suatu  organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi 
dalam rangka melaksanakan sebuah  tugas pokok. 
Salah satu tupoks dari Kepala Desa adalah menyelenggarakan 
administrasi Pemerintahan Desa yang baik, hal ini didasarkan pada 
ayat (4) Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala 
Desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi dengan baik  
dalam bidang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
didasarkan atas pemahaman akan nilai lokal tersebut. 
Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan 
dalam penyelenggaraan di bidang pemerintahan agar dapat 
terselenggara dengan efisien. Selanjutnya agar terjadi ketertiban 
diperlukan pengaturan mengenai pembagian tugas, cara kerja dan 
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hubungan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain. 
Kegiatan peraturan itulah yang disebut administrasi, yang perlu 
dikendalikan atau dipimpin oleh seorang pemimpin.  
Pemimpin berdasarkan konsep teoritis memiliki tanggung jawab 
yang besar dalam pemerintahan. Dikatakan demikian karena 
kepemimpinan adalah inti dari pada manajemen yang merupakan 
motor penggerak bagi sumber dan fungsi manajemen serta alat 
lainnya. Apapun tingkatan pemimpinnya, pada dasarnya tidak akan 
mengurangi tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang mempunyai 
peranan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat 
karena dengan peranan pemimpin yang berusaha memberi 
pelayanan terbaik, itulah salah satu faktor pemimpin untuk mencapai 
tujuan dengan sebaik-bainya. 
Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah 
memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Pelayanan tersebut 
terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan 
pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditujukan 
untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. (Hanif Nurcholis, 
2011). 
Berikut hasil wawancara penulis dalam hal penerapan  nilai-
nilai lokal dengan informan yang terkait bidang pelayanan. 
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4.4.1 Pelayanan Publik  
Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh 
pemerintah kepada masyakat umum. Dalam konteks pemerintahan  
desa, publik disini adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal 
di dalam wilayah/desa yang mempunyai pikiran, perasaan dan 
kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintah desa 
berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang. 
Masyarakat desa sangat berkepentingan agar pemerintah desa 
menyediakan barang-barang publik (public goods) dan layanan publik 
(public service). Barang-barang publik adalah barang-barang yang 
dapat digunakan secara bersama oleh semua orang tanpa 
seorangpun dikecualikan dalam menggunakannya. Ciri lain dari 
barang publik adalah tidak adanya persaingan dalam penyedannya. 
Contohnya adalah lapangan, pemakaman umum, sumur artetis untuk 
air minum, dan pos keamanan. Sedangkan layanan publik adalah 
pelayanan yang diterima oleh semua orang tanpa seorangpun 
dikecualikan dalam pelayanannya, seperti pemberian surat 
keterangan untuk pembuatan KTP, SIM, SKCK, sertifikat tanah, surat 
keterangan miskin, dan lain-lain. 
Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa tersebut 
antara lain : 
1. Memberikan pelayanan bidang pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan dasar. 
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2. Memberikan pelayanan bidang kepemudaan dan olahraga. 
3. Memberikan pelayanan dibidang keagrariaan. 
4. Melakukan bimbingan dan pelayanan dibidang perkoperasian 
dan pengusaha ekonomi lemah. 
5. Melakukan bimbingan dan pelayanan dibidang kesehatan dan 
keluarga berencana. 
6. Melakukan pelayanan dibidang kependudukan. 
7. Melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang keagamaan 
(talak, rujuk, nikah, urusan kematian, zakat, infaq, dan 
sadaqah). 
8. Memberikan pelayanan dibidang bantuan kemanusiaan akibat 
bencana alam. 
9. Melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang pengairan. 
10. Melakukan pelayanan di bidang perpajakan dan retribusi. 
11. Melakukan pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan/ 
keagamaan/kepemudaan/perempuan, dan lainnya. 
Ketika membahas mengenai pelayanan, maka yang disorot 
pertama kali adalah kualitas dari aparatur desa yang memberikan 
perlayanan tersebut. Berdasarakan hasil wawancara dengan Kepala 
Desa : 
Pada saat terpilih, hal pertama yang dilakukan oleh Kepala 
Desa adalah merubah struktur aparatur desa. 
―Hal awal yang dilakukan adalah merubah susunan struktur 
aparatur desa. Saya melihat bahwa struktur kepengurusan 
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periode lalu sudah tidak berjalan maksimal karena sebagian 
besar aparat desa tidak mengetahui tentang pelayanan 
terutama hal administratif (gagap teknologi). Jadi saya 
memberikan kesempatan bagi semua pihak masyarakat yang 
saya anggap mampu dalam hal administratif untuk menjadi 
aparatur desa. Tetapi aparat desa yang lama yang masih mau 
menjadi aparat desa akan diberikan pembinaan, jika memang 
sudah tidak mampu akan diganti dengan yang baru. Kemudian 
dilakukan pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan 
secara merata ke  seluruh aparat desa tentang tupoksi dan 
kapabilitas  masing-masing.‖ (Wawancara pada tanggal tanggal 
21 Februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, setelah dilantik, Kepala 
Desa melakukan  perubahan terhadap susunan struktur organisasi 
pemerintahan desa. Aparat desa yang dianggap tidak mampu dalam 
hal administratif dilatih dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh 
Kepala Desa. Jika orang tersebut dianggap sangat tidak mampu, 
maka akan diganti dengan memberdayakan pemuda, yang mampu 
dan paham dalam hal administratif dan manajerial dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
Hal ini didasarkan karena pada pemerintahan yang 
sebelumnya, Kepala Desa yang lalu mengangkat aparat desa 
berdasarkan aspek ketokohan, beliau menganggap bahwa jika orang 
tersebut mempunyai  peran dan pengaruh terhadap desa terutama 
dapat meredam massa dan kenalakalan remaja, maka ia sudah layak 
menjadi aparat desa tanpa mempertimbangkan kemampuan 
adminstratif dan manajerialnya. Kemudian pemberian petunjuk dan 
arahan kepada bawahan secara merata ke  seluruh bawahan  dan  
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sesuai  dengan kapabilitas  masing-masing. Kemudian mengevaluasi 
kinerja mereka dalam rangka pembinaan karir secara adil dan tanpa 
membeda-bedakan. Perilaku ini tentu mengandung sikap adil, jujur 
dan teguh Kepala Desa. 
Berdasarkan hasil wawancara pemahaman nilai-nilai lokal 
dengan Kepala Desa, beliau beranggapan bahwa sikap jujur adalah 
terbuka. 
“Penerapan nilai lempu saya laksanakan seperti dalam hal 
ketika ingin menyampaikan sesuatu, di sampaikan apa adanya, 
seperti pembagian tugas. Berusaha untuk tidak menutupi 
sesuatu dan senantiasa terbuka. Dalam hal memanage 
bawahan, semuanya di atur berdasarkan kinerja dan 
kemampuannya. Dan pembagian tugas di bagi berdasarkan 
kemampuannya dalam bekerja kemudian ditempatkan di 
bidangnya.‖ (Wawancara pada tanggal tanggal 21 Februari 
2017) 
 
Dalam kaitannya dengan tupoksi Kepala Desa Tanarigella  
dalam mengaktualisasikan nilai lempu sesuai dengan hasil 
wawancara diatas, terlaksana dalam hal pendistribusian tugas 
berdasarakan kemampuan tanpa menutupi sesuatu dan pemberian 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan serta mengevaluasi 
hasil kerjanya  dengan  terbuka  dan  apa  adanya. Selain itu, 
pengevaluasian dan penilaian prestasi kerja bawahan secara terbuka 
dan apa adanya, meluruskan atau menengahi masalah 
persengkataan  tanah  secara  jujur, melaporkan hasil pelaksanaan 
tugas secara jujur dan apa adanya. Setiap pengelolaan keuangan 
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harus berdasarkan mekanisme yang ada dan harus 
dipertanggungjawabkan. 
Masih dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, 
sikap getteng diaktualisasikan Kepala Desa sebagai berikut, 
berdasarkan hasil wawancara pemahaman nilai-nilai lokal dengan 
Kepala Desa, beliau beranggapan bahwa sikap getteng adalah tegas. 
Kepala Desa Tanarigella : 
―Tegas dalam menyikapi sesuatu. Ketika tidak tegas maka akan 
terjadi pembiaran dan susah untuk dikendalikan. Sama halnya 
pada awal saya menjabat, kebanyakan masyarakat ingin 
dilayani pada malam hari di kediaman saya. Hal ini yang harus 
diubah dan sangat susah untuk merubah mindset masyarakat.‖ 
(Wawancara pada tanggal tanggal 21 Februari 2017) 
 
Pemerintah Desa saat ini tengah berupaya untuk membenahi 
Desa Tanarigella dalam hal pengoptimalisasian fungsi kantor desa, 
aparat desa serta pelayanan. Karena pada masa pemerintahan 
Kepala Desa yang sebelumnya, pelayanan kepada masyarakat yang 
semestinya dilaksanakan di kantor desa pada jam kerja yaitu pukul 
08.00-16.00 WITA, harus berubah yaitu masyarakat datang langsung 
di kediaman Kepala Desa pada malam hari jika ada sesuatu hal yang 
masyarakat butuhkan terutama untuk kebutuhan administratif dan 
segala pelayanan tersebut dilakukan oleh Kepala Desa sendiri tanpa 
pemanfaatan dan bantuan dari aparat desa. Oleh karenanya, 
pemanfaatan aparatatur desa dan kantor desa tidak berjalan secara 
maksimal karena ‗pelayanan rumah‘ yang terbiasa dilakukan oleh 
83 
 
Kepala Desa terdahulu memberikan dampak yang buruk terhadap 
masyarakat dan hal tersebut menjadi kebiasaan masyarakat untuk 
datang ke rumah Kepala Desa yang sekarang. Hal ini yang tengah 
diupayakan oleh Kepala Desa, yaitu besikap tegas dengan 
membiasakan masyarakat pada yang seharusnya yaitu datang 
langsung ke Kantor Desa jika ada keperluan. 
Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu masyarakat 
Campae tentang pengoptimalisasian keberadaan Kantor Desa :  
―Sejak Kantor Desa dan pegawainya difungskan kembali, 
pelayanan dari pemerintah desa sudah berjalan baik. 
Masyarakat tidak harus datang pada malam hari ke rumah 
Kepala Desa karena pada jam kerja ada pegawai di Kantor 
Desa dan hal ini tentunya tidak lepas dari ketegasan Kepala 
Desa dalam memperbaiki apa yang dianggapnya ‗salah‘.‖ 
(Wawancara pada tanggal tanggal 3 Maret 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara pemahaman nilai-nilai lokal 
dengan Kepala Desa, beliau beranggapan bahwa sikap adil sama 
halnya sikap proporsional, tidak harus dibagi sama rata, tetapi 
menempatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. 
―Contohnya dalam bentuk bantuan masyarakat, ada 
masyarakat yang kekurangan bahan pokok dan masyarakat 
yang kekurangan dalam pembangunan rumah, kedua 
masyarakat tersebut sama-sama dibantu tetapi nominal dana 
yang dikeluarkan tidak sama, sesuai dengan yang dibutuhkan 
oleh masyarakat tersebut.‖ (Wawancara pada tanggal tanggal 
21 Februari 2017) 
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Hal tersebut berkaitan dengan kasus  pembakaran rumah 
seorang warga Dusun Issong Batu pada tanggal 31 Juli 2013 karena 
politisasi Pilkades. 
Secara universal konsep keadilan dapat diketahui secara luas 
oleh setiap kalangan masyarakat, termasuk para pemimpin 
pemerintahan. Di mana pemimpin mengetahui bahwa keadilan adalah 
sebuah tindakan yang tidak membeda-bedakan dan memberikan 
pelayanan secara merata kepada setiap masyarakat. 
4.4.2 Pelayanan Pembangunan 
Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa 
dalam bentuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang 
berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung 
maupun tidak langsung. Pembangunan yang berdampak langsung 
kepada peningkatan kesejahteraan warga desa misalnya 
pembangunan jalan desa, pos jaga, parit, irigasi dan jembatan yang 
menghubungkan desa dengan lainnya. Dengan keberadaan jalan dan 
jembatan maka warga desa dapat pulang-pergi mencari nafkah atau 
keperluan lain dengan lancar. Dengan adanya irigasi dan saluran air 
yang lancar, akan tercipta sistem pengairan yang baik dan lancar 
sehingga usaha pertanian desa terjamin sehingga berdampak pada 
peningkatan kemakmuran rakyat.  
Kemudian dalam hal pembangunan sarana dan prasarana, 
masyarakat Dusun Pariama beranggapan bahwa : 
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“Dari segi pembangunan, Kepala Desa sudah menerapkan 
sikap adil walaupun belum optimal. Dengan meratanya 
pembangunan yang dilakukan, misalnya pembangunan tanggul 
yang dibangun dipinggir sungai di Dusun Pariama, Campae 
dan Pasang Bua. Kemudian akan dibangun jalan-jalan kecil 
menuju Masjid Jami dar beberapa desa‖ (Wawancara pada 
tanggal tanggal 4 Maret 2017) 
 
Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat bahwa 
Kepala Desa sedang giat-giatnya melakukan pemerataan 
pembangunan di Desa Tanarigella. Selain tanggul sungai yang 
dibangun, rencananya juga akan dibangun jalan-jalan kecil akses 
menuju Masjd Jami. Pembangunan tidak hanya dipusatkan pada 
Dusun Pasang Bua sebagai induk dari Desa Tanarigella saja, 
melainkan merata ke seluruh penjuru desa. 
 
Berikut daftar perencanaan pembangunan di Desa Tanarigella : 
1. Rabat beton empat dusun. 
2. Pemeliharaan jembatan gantung di Dusun Pasang Bua. 
3. Talud di Dusun Pariama, Dusun Campae dan Dusun 
Pasang Bua. 
4. Rehab Posyandu di Dusun Pariama dan Dusun Pasang 
Bua. 
5. Pengaspalan jalan desa di Dusun Pariama, Dusun Campae 
dan Dusun Pasang Bua. 
6. Drainase empat dusun. 
7. Pengkrikilan/pengerasan jalan emat dusun. 
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8. Pembangunan Jitut di Dusun Campae, Dusun Pasang Bua 
dan Dusun Issong Batu. 
9. Di bidang pertanian, bantuan hand tracktor, mesin tanam, 
mesin panen dan pemberia bantuan pupuk kepada petani 
Desa. 
10. Di bidang peternakan, pemberian bantuan vaksin unggas. 
11. Di bidang perdagangan, pemberian bantuan permodalan 
untuk BUMDES. 
12. Di bidang industri, pemberian bantuan pabrk gabah. 
13. Di bidang sosial budaya, bantuan anak sekolah RTM, 
pelatihan keterampilan menjahit, pelatihan computer, 
penguatan/pembinaan tim Pokja Profil Desa dan 
Pembinaan terkait pemerintahan. (RPJMDes Tahun 2016-
2021) 
Adapun pembangunan yang dampaknya tidak langsung 
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa misalnya 
pembangunan PAUD dan TK. Pembangunnan PAUD dan TK 
memang tidak secara langsung terlihat membawa peningktan 
kesejahteraan masyarakat desa karena dampaknya akan terlihat 
setelah murid tersebut dewasa. Anak desa yang terdidik dari kecil bisa 
lebih sejahtera daripada anak desa yang tidak bersekolah. 
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Khusus dalam bidang pendidikan dan keagamaan, pemerintah 
desa membuat program Taman Pendidikan Keagamaan. Hal tersebut 
dibenarkan oleh Toko Agama Desa Tanarigella : 
―Pemerintah desa membentuk Taman Pendidikan Keagamaan 
untuk anak-anak di Desa Tanarigella. Program tersebut 
diharapkan nantinya akan terus berkembang, bukan hanya 
diperuntukkan pada anak-anak saja, melainkan juga untuk 
masyarakat usia remaja, dewasa bahkan lansia.‖ (Wawancara 
pada tanggal tanggal 25 Februari 2017) 
 
Selain perencanaan di bidang pembangunan sarana dan 
prasarana desa yang sebagian besar adalah program desa fisik, 
pemerintah desa juga tidak lupa dalam membuat program non-fisik di 
bidang keagamaan. Dalam proses penanaman moral etika dalam 
masyarakat, pemerintah desa membentuk Taman Pendidikan 
Keagamaan untuk anak-anak di Desa Tanarigella. Program tersebut 
melibatkan beberapa tenaga ahli yang mampu mengajarkan nilai-nilai 
keagamaan kepada anak-anak. 
4.4.3 Pelayanan Perlindungan 
Pelayanan pemerintah desa yang ketiga berupa memberikan 
perlindungan kepada warga desa adalah pelayanan yang berupa 
upaya pemerintah desa memberikan rasa aman dan tenteram kepada 
masyarakat desa. Pemerintah desa harus dapat menciptakan rasa 
aman kepada warganya dari tindak kejahatan, kerusuhan dan 
bencana alam seperti pencurian, perampokan, perjudian, pelacuran, 
kekerasan, konflik antar warga atau antar kampung, dan lain-lain. 
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Pemerintah desa harus bekerja sama dengan Polsek dan Koramil di 
bawah koordinasi camat harus melakukan upaya untuk menciptakan 
rasa aman dan tenteram kepada masyarakatnya sehingga masyarakat 
dapat merasa aman tinggal menetap di desa. 
Berkaitan dengan sikap lempu, Kepala Desa bahwa : 
―Pemerintah desa terkhusus saya harus selalu terbuka, 
menerima semua  masyarakatnya baik dalam bentuk 
pelayanan administratif, keamanan dan kondisi kesehatan 
masyarakat dalam 24 jam. Pemerintah Desa juga membentuk 
Desa Siaga agar masyarakatnya terasa terlindungi dengan 
mengedepankan 3 aspek tadi, yaitu pelayanan administratif, 
keamanan dan kesehatan.‖ (Wawancara pada tanggal tanggal 
21 Februari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara diatas, Kepala Desa mengungkapkan 
bahwa ia tetap akan melayani masyarakatnya sepanjang hari jika 
dibutuhkan dan dalam hal mendesak.. Ketiga aspek diatas merupakan  
fungsi dari  pemerintah desa, yaitu memberikan palayanan kepada 
masyarakat (public service function) dan menciptakan ketenteraman, 
ketertiban dan keamanan masyarakat (protective function). 
Masalah lain yang dihadapi oleh pemerntah Desa Tanarigella 
saat ini yaitu : 
―Sekarang ini di desa terdapat semi politik. Ada sekelompok 
yang memaksakan masuk ke desa maka diperlukan sikap 
teguh, ketegasan agar pemerintahan desa yang mulai ditata 
dan dibenahi saat ini, tetap berjalan pada yang semestinya. 
Sesuai dengan motto dari Desa Tanarigella adalah ―Prestasi 
yang kita capai hari ini akan berbanding lurus dengan apa yang 
akan kita capai nantinya.‖ Ketegasan tidak harus kaku, sama 
halnya ketika bermain layangan. Kepala Desa harus mampu 
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menempatkan diri sesuai dengan kondisi.‖ (Wawancara pada 
tanggal tanggal 21 Februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa diatas 
bahwa kondisi yang dialami oleh pemerintah desa ada saat ini ada 2, 
yaitu sekalipun Kepala Desa bukan jabatan politis tetapi di dalamnya 
tetap mengandung ranah politik karena Kepala Desa dipilih langsung 
oleh masyarakat maka dari itu Kepala Desa harus mempertahankan 
massa agar pemerintahannya berjalan dengan baik walaupun 
mengandung unsur kepentingan, tetapi disisi lain pemerintah desa 
harus menjalankan pemerintahan yang seharusnya. Tetapi terkadang, 
kedua hal ini saling bertentangan. Maka dari itu, sangat dibutuhkan 
sikap teguh dalam menjalankan roda pemeritahan sekalipun hanya di 
tingakat desa. 
Hal lain yang menjadi bukti ketegasan Kepala Desa adalah 
dengan mengurangi jumlah konflik antar pemuda. Hal ini diutarakan 
oleh Tokoh Pemuda : 
―Desa Tanarigella dulunya dikenal sebagai desa yang sering 
terjadi perkelahian antar pemuda desa. Sudah banyak upaya 
yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengatasi masalah 
ini, beliau bersikap tegas terhadap pemuda-pemuda yang nakal 
salah satunya dengan tidak mendirikan pos kamling‖ 
(Wawancara pada tanggal tanggal 21 Februari 2017) 
 
Selama menjabat, Kepala Desa mampu mengurangi jumlah 
konflik antar pemuda Desa Tanarigella dengan desa lain dibandingkan 
dengan pemerintahan desa yang sebelumnya. Hal tersebut dilakukan 
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dengan upaya merubah mainset pemuda bahwa pendidikan 
seseorang tidak hanya berhenti sampai jenjang Sekolah Menengah 
Atas (SMA) saja, kemudian menganggur atau langsung bekerja 
menjadi buruh pabrik yang ada di Kecamatan Bua, melainkan dapat 
dilanjutkan ke Perguruan Tinggi. Kebanyakan pemuda Desa 
Tanarigella yang terlibat dalam konflik antar warga karena tidak 
mempunyai kegiatan atau kesibukan di desa, oleh sebab itu dengan 
merubah mainset pamuda tersebut, diharapkan para pemuda Desa 
Tanarigella dapat menyibukkan diri dengan kegiatan perkuliahannya. 
Kemudian langkah antisipatif lainnya yang diambil oleh Kepala 
Desa untuk mengurangi intensitas pertemuan antar pemuda yaitu 
menunda untuk mendirikan pos kamling (pos keamanan lingkungan) 
dan bengkel pemuda karena dikhawatirkan tempat-tempat tersebut 
akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik oleh pemuda, seperti 
berkumpul untuk minum-minuman keras dan merencanakan sesuatu. 
Kemudian langkah lainnya yang diambil oleh Kepala Desa dalam 
pengurangan jumlah konflik yaitu dengan memberdayakan pemuda-
pemuda desa untuk menjadi aparat desa jika dianggap mampu dan 
menjadi kader pemberdayaan. 
 
Pelayanan pemerintah desa tersebut berhubungan dengan tiga 
fungsi yang dimiliki pemerintah desa, yaitu memberikan palayanan kepada 
masyarakat (public service function), melakukan pembangunan 
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(development function) dan menciptakan ketenteraman, ketertiban dan 
keamanan masyarakat (protective function). 
Wujud konkret dari pelaksanaan pelayanan yang baik dengan 
mengutamakan tiga nilai lokal terhadap masyarakat akan berdampak 
nyata pada penciptaan kesejahteraan masyarakat desa. Dampak yang 
paling dirasakan pertama adalah kepuasaan masyarakat terhadap 
keberadaan pemerintahannya. Masyarakat desa akan merasa puas 
karena masalah bersama yang mereka hadapi dapat terpecahkan berkat 
pelayanan yang mudah, cepat, murah dan baik dari pemerintah desa. 
Selanjutnya, jika semua urusan mendapatkan pelayanan prima, maka 
segala sesuatunya akan berjalan lancar yang pada gilirannya akan 
berdampak baik langsung maupun tidak langsung pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
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BAB V 
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkain uraian pada BAB IV yang menyajikan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai NIlai-nilai Lokal dalam 
Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Tanarigella Kecamatan Bua 
Kabupaten Luwu, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pemahaman Kepala Desa tentang ketiga nilai lokal yaitu adele 
yaitu proporsional. Kedua, lempu yaitu terbuka dan ketiga 
getteng yaitu ketegasan dan teguh dalam pendirian. Kepala 
Desa hanya memahami ketiga nilai lokal tersebut berdasarkan 
pemahaman secara universal dan harfiah saja, tetapi tidak 
memahami secara paham lontara‘. 
2. Penerapan nilai-nilai lokal dalam kepemimpinan Kepala Desa 
dilaksanakan dalam tiga bentuk pelayanan, yaitu pelayanan 
publik berupa penyediaan barang-barang publik dan layanan 
publik, kedua pelayanan pembangunan berupa pembangunan 
fisik dan non-fisik dan ketiga pelayanan perlindungan sebagai 
upaya pemerintah desa memberikan rasa aman dan tentram 
kepada masyarakat.  
4.2 Saran 
Adapun saran sebagai kelanjutan dari kesimpulan diatas yang 
dimaksudkan untuk menjaga eksistensi nilai-nilai lokal dalam 
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menyelenggarakan pemerintahan oleh Kepala Desa Tanarigella. 
1. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai lokal 
terutama kepada para generasi muda sebagai calon pemimpin 
masa depan khususnya di Desa Tanarigella melalui kegiatan-
kegiatan yang bernuansa kearifan lokal. 
2. Memasukkan muatan materi tentang kearifan lokal untuk 
membangun pemahaman tentang nilai-nilai lokal, dalam 
kegiatan-kegiatan pelatihan kepemimpinan sehingga dapat 
terwujud dalam bentuk aktualisasi dalam menyelenggarakan 
pemerintahan khususnya di Desa Tanarigella. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 2014 
TENTANG 
DESA 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 4 
Pengaturan Desa bertujuan: 
a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang 
sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah 
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa 
dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi 
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;  
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya 
masyarakat Desa;  
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat 
Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna 
kesejahteraan bersama;  
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan 
efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;  
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f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa 
guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;  
g. meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya  masyarakat Desa 
guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara 
kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;  
h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 
kesenjangan pembangunan nasional; dan  
i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.  
 
BAB III 
PENATAAN DESA 
 
Pasal 7 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. 
(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:  
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa;  
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat 
Desa;  
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;  
d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan  
e. meningkatkan daya saing Desa.  
(4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. pembentukan;  
b. penghapusan;  
c. penggabungan;  
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d. perubahan status; dan  
e. penetapan Desa.  
 
BAB V 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 
 
Bagian Kesatu 
Pemerintah Desa 
 
Pasal 25 
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah 
Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang 
dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. 
 
Bagian Kedua 
Kepala Desa 
 
Pasal 26 
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.  
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Desa berwenang:  
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;  
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset 
Desa;  
d. menetapkan Peraturan Desa;  
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  
f. membina kehidupan masyarakat Desa;  
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g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;  
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa; 
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;  
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 
kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa;  
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat 
Desa;  
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;  
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;  
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Desa berhak:  
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja 
Pemerintah Desa;  
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;  
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan 
kesehatan;  
d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang 
dilaksanakan; dan  
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e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban 
lainnya kepada perangkat Desa. 
 
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:  
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;  
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
Desa;  
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-
undangan;  
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan 
gender;  
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang 
akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, 
bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;  
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh 
pemangku kepentingan di Desa;  
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang 
baik;  
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;  
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Desa;  
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;  
l. mengembangkan  perekonomian  masyarakat Desa;  
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m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat 
Desa;  
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga 
kemasyarakatan di Desa;  
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan 
melestarikan lingkungan hidup; dan  
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.  
 
Pasal 27 
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala 
Desa wajib: 
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa setiap akhir tahun anggaran kepada 
Bupati/Walikota;  
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;  
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan 
pemerintahan secara tertulis kepada Badan 
Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan  
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi 
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada 
masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.  
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LAMPIRAN DOKUMENTASI  
 
 
 
 
Wawancara bersama Bapak Ahsan (Kepala Desa Tanarigella) 
 
 
 
 
 
 
 
Kantor Desa Tanarigella (Jl. Poros Palopo-Makassar) 
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Wawancara dengan H. Latief Djabbar Daeng Kalala (Tokoh Adat) 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan Bapak Nasrul Siodja (Tokoh Agama) 
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Wawancara dengan masyarakat Desa Tanarigella 
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Masjid Jami Bua di Desa Tanarigella 
 
 
 
 
 
Tempat Bersejarah di Desa Tanarigella 
 
